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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Proses pelaksanaan kerja magang dilakukan di Head Office PT. Alam Sutera Realty 

Tbk. yang beralamat di Synergy Building, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Bar. No. 

Kavling 17, RT.002/RW.003, Panunggangan Tim., Kec. Pinang, Kota Tangerang, 

Banten 15325. Dengan posisi sebagai Intern Staff Tax Department selama masa 

kerja magang dilaksanakan. Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan pada tanggal 

23 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dibawah bimbingan Bapak Martin 

Sudarman selaku Tax Department Head dan Bapak Andrian Triyanto selaku 

Section Head Administration sebagai pembimbing pelaksanaan kerja harian, serta 

mendapatkan bimbingan dan berbagai jenis tugas dari staf divisi pajak. Staf divisi 

pajak selalu memberikan arahan serta pemahaman terhadap tugas yang diberikan. 

3.2 Tugas dan Uraian Kerja Magang 

Selama pelaksanaan kerja magang, tugas yang diberikan dan dikerjakan merupakan 

tugas yang berkaitan dengan akuntansi dan perpajakan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan perusahaan. Beberapa tools dan software yang digunakan antara lain: 

a. ASBS (Alam Sutera Business Software) Data Inquiry yang digunakan untuk 

menarik Account Receivables dari pembayaran pembelian unit rumah/ 

apartemen/ kavling lahan.  

b. ASBS (Alam Sutera Business Software) Portal yang digunakan untuk 

memeriksa nomor faktur pajak dari berbagai macam vendor, dan juga 

memeriksa terkait memeriksa tagihan atas sewa jasa.  

c. Kopra By Mandiri yang digunakan untuk mengambil NTPN (Nomor 

Transaksi Penerimaan Negara), SSP (Surat Setoran Pajak), dan Tax 

Payment Inquiry 

d. CoreTax yang digunakan untuk membantu dalam pembetulan faktur pajak 

dan membuat surat permohonan SKB (Surat Keterangan Bebas Pajak). 
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3.2.1 Melakukan Rekapitulasi PPh Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan 

PPh Pengalihan Hak atas Tanah/ Bangunan merupakan pajak penghasilan yang 

dikenakan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang berasal dari 

melalui penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, 

waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak. Serta merupakan pajak yang 

bersifat final. Dalam melakukan rekapitulasi PPh Pengalihan memuat data seperti 

masa pajak atas pembayaran customer, jumlah pembayaran, dan NTPN (Nomor 

Transaksi Penerimaan Negara). Pekerjaan ini dilakukan dengan tujuan untuk 

membantu dalam proses AJB di notaris dengan melalui rekapan validasi PPh 

Pengalihan tersebut dan Surat Setoran Pajak, yang dimana rekapitulasi ini 

dikerjakan untuk masing masing unit anak perusahaan Alam Sutera Realty. Periode 

pekerjaan ini dilakukan secara rutin setiap minggunya berdasarkan pengajuan yang 

dikirimkan oleh tim legal masing masing unit anak perusahaan. Pekerjaan ini 

dilakukan untuk masing masing afiliasinya seperti Alfa Goldland Realty, Alam 

Sutera Realty, Delta Mega Persada, Duta Realtindo Jaya, dan Tangerang Matra 

Real Estate. Selama masa magang penulis, jumlah total unit keseluruhan yang 

sudah dikerjakan sebanyak 839 unit pengajuan dari legal AGR ASR, sebanyak 672 

unit pengajuan dari legal DMP DRJ, dan 60 unit pengajuan dari legal TMRE. 

Rekapitulasi ini dibuat dalam bentuk excel sesuai dengan format masing masing 

dari setiap unit anak perusahaan. Langkah pengerjaan sebagai berikut: 

3.2.1.1 Rekapitulasi PPh Pengalihan Alfa Goldland Realty dan Alam Sutera Realty 

1. Menerima pengajuan validasi PPh Pengalihan untuk unit lokasi yang akan 

AJB di notaris. 
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  Gambar 3. 1 Pengajuan Unit Lokasi AGR ASR 

Gambar 3.1 tersebut menunjukkan permintaan rekapitulasi validasi PPh Pengalihan 

untuk unit lokasi ABC, yang dikirimkan oleh legal AGR ASR untuk unit ABC 

dengan nama customer Bayu. Informasi terkait lokasi dan nama konsumen ini akan  

digunakan untuk menemukan Account Receivable atas lokasi tersebut dengan 

mengunakan system ASBS yang akan digunakan untuk keperluan rekapitulasi PPh 

Pengalihan. 

2. Menarik Account Receivables dari ASBS Data Inquiry  

 

   Gambar 3. 2 Tampilan ASBS Data Inquiry 
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Pada Gambar 3.2 tersebut terdapat tools SBP Inquiry yang digunakan untuk 

mengambil Account Receivables yang terdiri dari nama perusahaan, nama 

customer, kode alamat, alamat unit, dan jenis tipe unit. Terdapat kolom company 

yang digunakan untuk menentukan unit perusahaan yang sesuai dengan kode lokasi 

yang telah diajukan oleh legal. Lalu pilih search untuk memunculkan Account 

Receivable berdasarkan kode lokasi yang telah dituju. 

3. Muncul tampilan Account Receivables seperti ini 

 

 

  Gambar 3. 3 Tampilan Account Receivables Lokasi ABC 

Berdasarkan Gambar 3.3 tersebut, terdapat tampilan Account Receivables dengan 

kode lokasi ABC yang dimiliki oleh customer bernama Alek, kemudian didalam 

Account Receivables tersebut juga terdapat beberapa informasi seperti payment id 
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yang akan digunakan untuk mengambil NTPN tersebut, bank date, journal date 

(tanggal pembayaran dari customer), remarks dan juga amount (nominal setoran 

yang dibayar oleh customer) berdasarkan pembayaran secara berkala dari customer 

sesuai dengan harga jual untuk unit tersebut. 

4. Mencari Billing ID Menggunakan Payment ID 

 

    Gambar 3. 4 Database Tax Inquiry 
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Berdasarkan Gambar 3.4 tersebut menjelaskan bahwa tampilan database terkait tax 

payment inquiry dari masing masing tahun atas unit AGR, mulai dari tahun 2019 

hingga 2025. Lalu gambar tersebut juga menjelaskan bahwa dalam satu tahunnya 

terdapat rekapan tax payment inquiry untuk masing masing bulan sesuai dengan 

rekapan yang telah diolah. Didalam rekapan tax payment inquiry inilah untuk 

menemukan Billing ID berdasarkan Payment ID yang ada pada Account 

Receivables atas lokasi “ABC” tersebut. 

5. Mengambil Billing ID dari Rekapan Tax Payment Inquiry 

 

    Gambar 3. 5 Tax Payment Inquiry 

Berdasarkan Gambar 3.5 tersebut, menjelaskan bahwa dalam folder rekapan tax 

payment inquiry tersebut terdapat beberapa informasi penting seperti billing id, 

NTPN, dan juga tanggal terjadinya transaksi. Billing ID tersebut digunakan untuk 

menemukan NTPN melalui akun Kopra By Mandiri. 
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   Gambar 3. 6 Tax Payment Inquiry  

Berdasarkan Gambar 3.6 tersebut, menjelaskan bahwa setelah membuka folder 

rekapan tax payment inquiry, kita menggunakan ctrl+f untuk mencari billing id 

dengan menggunakan payment id “19/02/00123” yang sesuai dengan Account 

Receivables lokasi yang telah dicari dan akan dibuat rekapannya. Setelah di ctrl+f 

maka akan muncul payment id tersebut beserta billing id, NTPN, dan transaction 

date dalam satu row keseluruhan. Salin billing id yang telah dicari dengan payment 

id tersebut. Kemudian buka website Kopra untuk akses ke dalam akun Kopra By 

Mandiri. 

6. Masuk ke dalam website Kopra By Mandiri 

 

   Gambar 3. 7 Tampilan Kopra By Mandiri 
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Setelah berhasil mendapatkan billing id atas payment id transaksi tersebut. Buka 

webste “Kopra By Mandiri.com” untuk masuk ke dalam akun Kopra Mandiri. Isi 

beberapa hal yang diperlukan antara lain seperti company id, user id, dan juga 

password yang telah terdaftar dan akun yang sesuai. Setelah semua diisi baru pilih 

tombol log in to kopra. 

7. Tampilan Cash Management Kopra By Mandiri  

 

   Gambar 3. 8 Cash Managememnt 

Setelah berhasil login masuk ke dalam akun Kopra By Mandiri, langkah pertama 

adalah memilih Tab Cash Management, lalu pilih Payment, kemudian pilih Inquiry 

NTPN, setelah itu tempelkan billing id yang telah disalin dari rekapan tax payment 

inquiry untuk mendapatkan NTPN, tanggal pembayaran, dan jumlah setoran pajak 

berdasarkan payment id tersebut.  

8. Tampilan hasil berdasarkan Billing ID tersebut 
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    Gambar 3. 9 Inquiry NTPN 

Setelah berhasil disalin, maka akan muncul atas informasi atas Billing ID tersebut 

seperti yang terlihat pada Gambar 3.9 tersebut. Dalam Billing Information tersebut 

terdapat tanggal dan jam bayar, lalu terdapat NTPN, dan juga jumlah setoran pajak. 

Ketiga hal ini disalin dan dimasukkan kedalam rekapan validasi PPh Pengalihan 

AGR ASR sesuai dengan format excel yang ada. Selain itu juga diharuskan untuk 

mendownload Surat Setoran Pajak atas Payment ID tersebut untuk dikirimkan 

kepada legal AGR ASR. Hal ini dikarenakan notaris dari unit perusahaan AGR 

ASR memerlukan Surat Setoran Pajak untuk keperluan AJB atas lokasi tersebut.  

9. Buka Excel Rekapan Validasi PPh Pengalihan AGR ASR  
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  Gambar 3. 10 Rekapan Validasi PPh Pengalihan AGR ASR 

Setelah itu, buat sheet sesuai dengan tanggal pengajuan saat diajukan oleh legal 

melalui email, dalam gambar ini dituliskan “AGR ASR 08.09.2025”, yang artinya 

pengajuan untuk lokasi ABC diajukan pada tanggal 8 September 2025. Kemudian 

membuat rekapan dengan memasukkan NTPN, tanggal transaksi ke dalam masa 

pajak, dan juga jumlah pembayaran sesuai yang ada di Kopra By Mandiri seperti 

yang terlihat pada gambar 3.10 tersebut. Setelah semua nya telah diinput pastikan 

hasil angka jumlah sama dengan angka yang bertanda kuning. Angka yang bertanda 

kuning merupakan angka hasil pembagian antara DPP/ nilai jual dibagi dengan tarif 

PPN, dalam hal ini tarif PPn adalah 1,1/ 10 %. Lalu dikalikan dengan tarif PPh 

Pengalihan yaitu sebesar 2,5%. Maka akan menghasilkan nilai jumlah setoran pajak 

yang harus disetorkan ke negara sebesar Rp. 98.723.886,00 berdasarkan penjualan 

unit rumah senilai Rp. 4.343.851.000,00 tersebut.  

10. Tampilan Surat Setoran Pajak 
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   Gambar 3. 11 Tampilan Surat Setoran Pajak 

Berdasarkan Gambar 3.11 tersebut menunjukkan tampilan dari Surat Setoran Pajak 

Alfa Goldland Realty, didalam SSP tersebut terdapat beberapa informasi yang 

menunjukkan bukti pembayaran ke negara seperti masa pajak, tahun pajak, jumlah 

pembayaran, tanggal pembayaran atas setoran PPh Pengalihan, NTPN, dan juga 

Billing ID. 
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3.2.1.2 Rekapitulasi PPh Pengalihan Delta Mega Persada dan Duta Realtindo Jaya 

1. Menerima pengajuan dari Legal DMP DRJ 

 

   Gambar 3. 12 Pengajuan Unit Lokasi DMP DRJ 

Berdasarkan Gambar 3.12 tersebut, menunjukkan pengajuan dari legal DMP DRJ 

dengan tanggal pengajuan ke tax pada tanggal 10 Desember 2025 untuk beberapa 

unit lokasi yang akan dilaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB). 

Beberapa lokasi yang diminta untuk dibuatkan rekapan validasi PPh Pengalihan 

seperti yang terlihat didalam kotak merah tersebut, yaitu atas nama Budi dengan 

unit “XXA”, atas nama Andy dengan unit “XXB”, atas nama Joko dengan unit 

“XXC”, dan atas nama Bagus dengan unit “XXD”.  
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2. Login ASBS Data Inquiry 

 

Gambar 3. 13 Login ASBS Data Inquiry 

Setelah menerima permintaan pengajuan dari legal atas unit lokasi DMP DRJ, 

setelah itu login ke dalam ASBS Data Inquiry untuk mengambil Account 

Receivables atas lokasi yang telah diajukan. Berdasarkan Gambar 3.13 tersebut, 

masukkan User ID dan Password terlebih dahulu. Setelah memasukkan kedua hal 

tersebut, pilih tombol yang bertuliskan “Login”. 

3. Mengambil Account Receivables Lokasi yang diajukan  
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Gambar 3. 14 ASBS Data Inquiry 

Berdasarkan Gambar 3.12 tersebut, setelah berhasil login kedalam ASBS Data 

Inquiry, pilih Tab yang bertuliskan “SBP Inquiry”. Kemudian pilih unit perusahaan 

dalam kolom “Company” sesuai dengan lokasi yang telah diajukan tersebut. Dalam 

hal ini memilih atas unit perusahaan DMP atau DRJ. Lalu masukkan kode lokasi 

tersebut seperti XXA didalam kolom “Kode Alamat”. Setelah itu pillih tombol 

“Search” agar Account Receivables atas lokasi tersebut dapat muncul. 

4. Menarik Account Receivables XXA 

 

   Gambar 3. 15 Menarik Account Receivables XXA 

Berdasarkan Gambar 3.15 tersebut, setelah memilih tombol “Search”, Account 

Receivables atas unit lokasi XXA tersebut akan muncul dengan nama customer 

bernama Budi dan nominal Nett Price Total atau harga jual sebesar Rp 

2.035.826.000 atas unit perusahaan DRJ. Klik tombol “View” untuk menampilkan 

Account Receivables secara keseluruhan. 



 

 

83 
Pelaksanaan Kerja Magang, Samuel Chrisandy, Universitas Multimedia Nusantara 

 

5. Tampilan Account Receivables 

 

Gambar 3. 16 Account Receivables XXA 

Berdasarkan Gambar 3.16 tersebut, menunjukkan tampilan Account Receivables 

atas unit lokasi XXA dengan nama customer Budi. Kemudian didalam Account 

Receivables tersebut juga terdapat beberapa informasi seperti 28 payment id yang 

akan digunakan untuk menemukan NTPN tersebut, bank date, journal date (tanggal 

pembayaran dari customer), remarks dan juga amount (nominal setoran yang 

dibayar oleh customer) berdasarkan pembayaran secara berkala dari customer 

sesuai dengan harga jual untuk unit tersebut.  

6. Database Tax Inquiry DMP DRJ 



 

 

84 
Pelaksanaan Kerja Magang, Samuel Chrisandy, Universitas Multimedia Nusantara 

 

 

Gambar 3. 17 Database Tax Inquiry DMP DRJ 

Berdasarkan Gambar 3.17 tersebut menunjukkan tampilan database tax inquiry 

DMP DRJ, dan masing masing dari setiap folder tersebut berisikan data tax payment 

inquiry dari tahun 2017 hingga 2025. 

7. Mencari Transaksi Menggunakan Payment ID 
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   Gambar 3. 18 Rekapan Tax Inquiry  

Berdasarkan Payment ID pada Account Receivables unit XXA tersebut 

menunjukkan terdapat 28 list payment ID. Payment ID yang pertama 

“CP/DJHO/17/01/12301”, menunjukkan bahwa transaksi tersebut merupakan 

transaksi masa Januari 2017 dengan kode 12301. Oleh karena itu kita akan mencari  

transaksi tersebut pada Customer Payment – Januari -17 – DRJ seperti yang terlihat 

pada Gambar 3.18. 

8. Mencari Payment ID “17/01/00030” Dalam Rekapan Customer Payment 

 

   Gambar 3. 19 Customer Payment Januari 17  

Berdasarkan Gambar 3.19 tersebut, menggunakan ctrl+f untuk menemukan 

transaksi yang dicari dengan memasukkan payment id 17/01/12301 pada kolom 

“find what”, kemudian klik tombol “find next”. Setelah itu akan muncul transaksi 
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atas payment id tersebut dengan beberapa informasi yang dibutuhkan seperti NTPN, 

nominal PPh yang disetorkan, dan masa pajak. Ketiga hal inilah yang harus 

dimasukkan ke dalam rekapan validasi PPh Pengalihan DMP DRJ.  

9. Mencari Payment ID “17/05/12305” Dalam Rekapan Tax Inquiry 

 

    Gambar 3. 20 Tax Inquiry Mei 2017 

Berdasarkan Gambar 3.20, Payment ID “17/05/12305” menunjukkan transaction 

date 13 Jun-2017 dengan NTPN “BCG456FET77”. Lalu dengan Billing ID 

“012345678”. Billing ID inilah yang disalin kemudian masuk kedalam situs Kopra 

By Mandiri untuk melihat informasi yang lebih rinci dari payment ID tersebut. 

10. Login kedalam Kopra By Mandiri 
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    Gambar 3. 21 Login Kopra by Mandiri 

Masukkan Company ID dan User ID yang telah terdaftar dalam akun Kopra By 

Mandiri. Setelah itu klik continue untuk melanjutkan, lalu masukkan password 

akun yang dituju. Setelah mengisi semua hal tersebut, baru pilih tombol “log in to 

Kopra”. 

11. Pilih Tab Cash Management 

 

    Gambar 3. 22 Tampilan Inquiry NTPN  

Setelah berhasil login kedalam Kopra, pilih Tab Cash Management kemudian klik 

“Payment”. Setelah itu klik yang bertuliskan “Inquiry NTPN” seperti yang terlihat 

pada Gambar 3.22. Kemudian masukkan Billing ID yang telah disalin pada rekapan 

tax inquiry kedalam kolom Billing ID. Setelah itu pilih “View Detail” untuk 

menampilkan informasi yang lebih rinci. 

12. Informasi Billing ID 
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Gambar 3. 23 Informasi Billing ID 

Berdasarkan Gambar 3.23 tersebut menunjukkan informasi terkait billing id 

“012345678” seputar bukti penerimaan negara berupa penerimaan pajak 

pengalihan. Masukkan tanggal dan jam bayar, NTPN, dan jumlah nominal setoran 

kedalam Rekapan validasi PPh Pengalihan Unit DMP DRJ. Setelah semua sudah 

dimasukkan kedalam rekapan, klik “done” untuk menutup tampilan “Billing 

Information”.  

13. Rekapitulasi PPh Pengalihan DMP DRJ 
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Gambar 3. 24 Rekapan Validasi PPh Pengalihan DMP DRJ  

Masukkan semua informasi yang dibutuhkan sesuai dengan format rekapan Excel 

DMP DRJ seperti NTPN, tanggal bayar, jumlah disetor, dan masa pajak. Pastikan 

semua hal ini telah sesuai dan benar. Apabila sudah benar, maka hasil dari angka 

pembagian dari DPP dibagi dengan 1,1 lalu dikalikan dengan tarif PPh Pengalihan 

2,5% akan sama dengan jumlah akumulasi dari nominal jumlah disetor yaitu 

sebesar “46.268.772”. Keterangan “DMP DRJ 10.12.2025” tersebut merupakan 

keterangan terkait tanggal rekapan atas pengajuan lokasi lokasi yang diajukan pada 

tanggal 10 Desember 2025.  

3.2.1.3 Rekapitulasi Tangerang Matra Real Estate  

1. Menerima permintaan pengajuan dari legal TMRE 
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Gambar 3. 25 Pengajuan Permintaan PPh Developer TMRE 

Berdasarkan Gambar 3.25 tersebut menunjukkan permintaan dari legal TMRE pada 

tanggal 1 Desember 2025 terkait PPh Developer yang akan digunakan untuk 

keperluan validasi di Kantor Notaris. Pada gambar tersebut menunjukkan terdapat 

sekitar 20 lokasi Sutera Rasuna yang akan dilaksanakannya proses 

penandatanganan AJB.  
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2. Login ASBS Data Inquiry 

 

   Gambar 3. 26 Login ASBS Data Inquiry 

Setelah menerima permintaan pengajuan dari legal atas unit lokasi TMRE, setelah 

itu login ke dalam ASBS Data Inquiry untuk mengambil Account Receivables atas 

lokasi yang telah diajukan. Berdasarkan Gambar 3.13 tersebut, masukkan User ID 

dan Password terlebih dahulu. Setelah memasukkan kedua hal tersebut, pilih 

tombol yang bertuliskan “Login”. 

3. Menarik Account Receivables Sutera Rasuna 

 

  Gambar 3. 27 Menarik Account Receivables Sutera Rasuna 
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Berdasarkan Gambar 3.27 tersebut, langkah pertama adalah memilih Tab Inquiry, 

kemudian klik “SBP Inquiry”. Setelah itu pilih unit perusahaan TMRE, lalu 

masukkan kode lokasi yang sesuai dengan pengajuan yang telah diajukan oleh legal 

TMRE. Pilih tombol “Search” untuk memunculkan Account Receivables atas lokasi 

Sutera Rasuna tersebut. Setelah itu, Account Receivables akan muncul seperti yang 

terlihat pada nomor 6, klik “view” untuk melihat Account Receivables secara 

keseluruhan.  

4. Tampilan Account Receivables Sutera Rasuna 

 

   Gambar 3. 28 Tampilan Account Receivables Sutera Rasuna 

Berdasarkan Gambar 3.28 tersebut menunjukkan data AR dari customer yang 

bernama Sam dengan product ID “ADRY A01” dengan product address “Sutera 

Rasuna - A01”. Selain itu dalam AR tersebut juga terdapat informasi terkait 

payment ID, Bank Date, Journal Date, Remarks, dan juga amount atau jumlah 

nominal yang dibayarkan oleh customer. 

5. Mencari Billing ID dalam Rekapan Tax Inquiry  
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Gambar 3. 29 Tax Payment Inquiry TMRE 

Setelah melihat Account Receivables dari lokasi Sutera Rasuna A01, kita membuka 

rekapan Tax Payment Inquiry sesuai dengan masa pajak pada payment ID untuk 

menemukan ID billing atas pembayaran transaksi tersebut. Dalam Gambar 3.29, 

menunjukkan penggunaan ctrl+f dengan memasukkan nama kode lokasi “ADRY 

A01 kedalam kolom “find what”. Lalu menekan “find next” dan memunculkan 

informasi seperti transaction date, billing ID, dan NTPN dalam satu row 

keseluruhan. Salin billing ID “7894561230123” untuk memudahkan dalam 

menemukan informasi lebih rinci dengan menggunakan Kopra By Mandiri. 

6. Login Kopra By Mandiri dan Masukkan ID Billing  
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    Gambar 3. 30 Inquiry NTPN  

Setelah berhasil login kedalam Kopra By Mandiri, pilih tab Cash Management, lalu 

pilih menu Payment, dan memilih Inquiry NTPN seperti yang terlihat pada gambar 

pertama. Pada gambar yang kedua masukkan ID Billing “7894561230123” pada 

kolom “Billing ID”. Setelah sudah dimasukkan, langkah yang terakhir adalah 

menekan tombol “View Detail”. 
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7. Payment Detail dan Billing Information 

 

   Gambar 3. 31 Payment Details dan Billing Information 

Berdasarkan Gambar 3.31 tersebut, pada angka satu menunjukkan detail 

pembayaran seperti Remark atas lokasi Sutera Rasuna A01, lalu Extended Details 

yang sesuai dengan AR “CP/TMHO/25/01/45601”. Pada angka yang kedua 

menunjukkan informasi Billing ID yang akan dimasukkan kedalam rekapan validasi 

PPh Pengalihan TMRE seperti NTPN, Billing ID, dan jumlah setoran. Pastikan 

mendowload SSP untuk keperluan AJB dinotaris. Setelah semua informasi yang 

diperlukan sudah dimasukkan kedalam rekapan validasi, klik tombol “done” untuk 

menutup billing information dan kembali ke halaman awal. 

8. Buka Rekapan Validasi PPh Pengalihan TMRE 
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Gambar 3. 32 Rekapan Validasi PPh Pengalihan TMRE 

Berdasarkan Gambar 3.32 tersebut, masukkan semua informasi yang diperlukan 

kedalam rekapan validasi PPh Pengalihan TMRE. Pastikan bahwa kode lokasi, 

masa pajak, NTPN, nominal harga, dan ID billing telah sesuai. Tarif PPh 

pengalihan adalah sebesar 2,5%, nominal DPP/harga jual unit Sutera Rasuna A01 

adalah sebesar 890.000.042 dibagi dengan 1,11 untuk mendapatkan nominal DPP 

lain setelah dikurangkan PPN. Lalu nominal DPP lain 801.801.840 dikalikan 

dengan tarif PPh Pengalihan 2,5% menghasilkan angka pajak penghasilan atas 

pengalihan hak tanah/bangunan sebesar 20.045.046. 

9. Tampilan Surat Setoran Pajak TMRE 
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Gambar 3. 33 Surat Setoran Pajak TMRE 

Dalam Surat Setoran Pajak tersebut menunjukkan uraian pembayaran terkait PPh 

Final Pengalihan Hak Tanah/Bangunan dengan masa pajak Januari tahun 2025 

dengan jumlah pembayaran sebesar 293.860. Validasi pembayaran ini dengan 

billing ID “7894561230123” dan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) 

“ZX12AS34FG” atas unit lokasi “ADRY A01”. 
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Berikut adalah rumus perhitungan untuk menghitung tarif PPh Pengalihan : 

 

Gambar 3. 34 Tarif PPh Pengalihan 

Berdasarkan Gambar 3.11 tersebut, menjelaskan tentang perhitungan untuk tarif 

PPh Pengalihan, yakni:  

a) Journal Date <6 September 2016  

Artinya perhitungan sebelum 6 September 2016, jumlah pembayaran dari 

customer dibagi dengan nilai PPN sebesar 10 % untuk mendapatkan nilai 

DPP. Setelah itu nilai DPP dikalikan dengan tarif PPh Pengalihan sebesar 

5%, maka hasil dari perkalian tersebut merupakan PPh Pengalihan yang 

harus disetorkan ke negara. 

 

b) Journal Date >6 September 2016 

Artinya perhitungan setelah 6 September 2016, jumlah pembayaran dari 

customer dibagi dengan nilai PPN sebesar 10% untuk menghasilkan nilai 

DPP, setelah itu nilai DPP dikalikan dengan tarif PPh Pengalihan sebesar 

2,5%, maka hasil tersebut merupakan PPh Pengalihan yang harus disetorkan 

ke negara.  
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c) Journal Date April 2022 – Saat Ini 

Artinya perhitungan dari April 2022 hingga saat ini adalah jumlah 

pembayaran dibagi dengan nilai PPN sebesar 11% untuk menghasilkan nilai 

DPP. Lalu nilai DPP tersebut dikalikan dengan tarif PPh Pengalihan sebesar 

2,5%, hasil dari perkalian tersebut merupakan jumlah PPh Pengalihan yang 

harus disetorkan ke negara. 

 

3.2.2 Membuat Tanda Terima Tagihan Pajak Pertambahan Nilai 

Pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah 

Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. 

Pajak ini bersifat tidak langsung karena yang menyetorkan ke negara bukanlah 

konsumen akhir melainkan PKP (Pengusaha Kena Pajak). Pajak ini umumnya 

dibagi menjadi 2 jenis yaitu, Pajak Masukan yang berasal dari transaksi pembelian 

terkait barang dan jasa, lalu Pajak Keluaran yang berasal dari transaksi penjualan 

barang dan jasa. Dalam membuat tanda terima terkait tagihan atas pembayaran 

PPN, memuat data seperti nama vendor yang menagih atas tagihan PPN, masa 

pajak, nomor faktur pajak, jumlah PPN yang harus dibayarkan, dan juga tanggal 

dibuatnya bukti tanda terima tagihan atas PPN tersebut. Pembuatan tanda terima 

tagihan ini hanya dikhususkan untuk tagihan terhadap HO (Head Office) untuk 

masing masing unit anak perusahaan seperti Alfa Goldland Realty, Delta Mega 

Persada, Duta Realtindo Jaya, Tangerang Matra Real Estate dan Alam Sutera Realty 

itu sendiri. Periode pekerjaan ini dilakukan secara rutin setiap minggu, khususnya 

dihari Selasa dan Kamis sesuai dengan penagihan yang dikirimkan oleh vendor, 

baik melalui email ataupun dokumen fisik yang dikirimkan secara langsung. 

Langkah pengerjaan adalah sebagai berikut: 

3.2.2.1 Membuat Tanda Terima Tagihan PPN Alfa Goldland Realty 

1. Menerima dokumen dari vendor yang berisikan Bukti Penerimaan 

Elektronik, SPT Masa Induk Halaman 1, SPT Masa Induk Halaman 2, 

dan Lembar A2 yang berisikan nama pembeli, nomor faktur pajak, 

tanggal faktur pajak dan masa pajak. 
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   Gambar 3. 35 Dokumen Surat Pemberitahuan Masa AGR 

Berdasarkan Gambar 3.35 tersebut, menunjukkan dokumen Surat 

Pemberitahuan Masa dari vendor yang berisikan Bukti Penerimaan Elektronik, 
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Lembar SPT Masa Halaman 1, Lembar SPT Masa Halaman 2, dan Lembar A2 

yang berisikan nomor faktur pajak, nama unit perusahaan yang ditagih, masa 

pajak, dan tanggal faktur pajak. Pada saat menerima dokumen dari vendor 

tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa nama 

wajib pajak dan masa pajak antara lembar Bukti Penerimaan Elektronik harus 

sesuai dengan lembar SPT Masa Halaman 1 dan 2 sesuai dengan tanda merah 

yang terlihat pada lembar BPE, SPT Masa Halaman 1 dan 2. Lalu lihat nomor 

faktur pajak yang ada pada lembar A2 untuk disalin dan dicari melalui rekapan 

excel terkait tagihan PPN atas unit perusahaan yang ditagih. 

2. Membuka Rekapan Excel Tagihan PPN  

 

   Gambar 3. 36 Tampilan Rekapan Excel PPN AGR 

Pada Gambar 3.36, tanda merah tersebut menunjukkan tampilan dari rekapan excel 

PPN yang berisikan nomor faktur pajak, tanggal faktur pajak, nama vendor, jumlah 

DPP, Jumlah PPN, dan juga tanggal masuk SPM (Surat Pemberitahuan Masa) yang 

dimana merupakan tanggal dibuatnya bukti tanda terima tagihan PPN dari vendor. 

3. Mencari Nomor Faktur Pajak di Rekapan Tagihan PPN 
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   Gambar 3. 37 Rekapan Tagihan PPN AGR 

Pada Gambar 3.37, tanda merah tersebut menunjukkan 6 angka yang merupakan 6 

angka paling belakang dari nomor faktur pajak. Angka ini berasal dari lembar A2 

yang dikirimkan oleh vendor sesuai dengan langkah pertama. Pada langkah ini 

menggunakan ctrl+f untuk menemukan faktur pajak tersebut dalam rekapan tagihan 

PPN. Nomor faktur pajak ini digunakan untuk melanjutkan dalam proses 

pembuatan tanda terima penagihan PPN. 

4. Login ke dalam Portal ASBS untuk Memeriksa Faktur Pajak 

 

    Gambar 3. 38 Login ASBS 
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Pada Gambar 3.38 tersebut menunjukkan tampilan Portal ASBS sebelum login 

harus mengisi beberapa informasi penting seperti, NIK (Nomor Induk Karyawan) 

dan juga Password. Sebelum masuk kedalam portal, pastikan harus mengisi dua hal 

penting tersebut sesuai dengan database yang telah terdaftar didalam sistem. 

5. Tampilan Cash Management 

 

   Gambar 3. 39 Tampilan Cash Management 

Pada Gambar 3.39 tersebut, terdapat kotak merah yang bertuliskan “Select”, yang 

digunakan untuk memilih unit perusahaan yang ditagih, setelah memilih 

perusahaan lalu menuju ke tampilan yang bertuliskan “Accounting”. Lalu pilih 

bagian “Journal Items”. 

6. Tampilan Menu Journal Items 
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   Gambar 3. 40 Tampilan Menu Journal Items AGR 

Pada Gambar 3.40 tersebut, menunjukkan tampilan journal desc yang digunakan 

untuk mencari faktur pajak yang telah dikirimkan oleh vendor tersebut. Masukkan 

6 angka digit paling belakang seperti langkah yang ketiga. Dalam contoh ini 

masukkan 6 angka faktur tersebut yaitu “674908”. Kemudian setelah memasukkan 

nomor faktur tersebut, pilih tombol “Search”. 

7. Memastikan Kode Head Office 

 

   Gambar 3. 41 Hasil Pencarian Faktur Pajak AGR 

Berdasarkan Gambar 3.41 tersebut, pastikan SPM (Surat Pemberitahuan Masa) 

yang telah dikirimkan oleh vendor tersebut menagih pembayaran PPN (Pajak 

Pertambahan Nilai) atas unit anak perusahaan yang berkode HO (Head Office), 

dalam hal ini menagih atas unit Alfa Goldland Realty Head Office. Bukan menagih 

atas unit lain selain HO, seperti unit Ayodhya, ILOYD, Prominence Tower, The 

Tower, Sport Center, Estate, dll. 

8. Kembali ke Rekapan Excel Tagihan PPN AGR  
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   Gambar 3. 42 Rekapan PPN AGR  

Berdasarkan Gambar 3.42 yang ada dalam kotak merah tersebut menunjukkan 

faktur pajak “674908” ada dalam rekapan dan telah terisi dengan data yang lengkap 

mulai dari nomor faktur pajak keseluruhan, tanggal faktur pajak, masa faktur pajak, 

nama vendor, jumlah DPP, jumlah PPN, dan juga tanggal masuknya SPM. Setelah 

dipastikan faktur tersebut berkode Head Office, maka faktur tersebut bisa dibuatkan 

bukti tanda terima untuk proses pembayaran PPN terhadap vendor tersebut. Dalam 

contoh ini, vendor Jakarta Market Studio menagih atas pembayaran PPN untuk 

masa pajak Agustus 2025 dari nominal jumlah DPP sebesar Rp 18.000.000,00 

dikalikan dengan tarif PPN sebesar 11%, maka menghasilkan jumlah PPN yang 

harus dibayarkan sebesar Rp 1.980.000,00 dengan tanggal pembuatan bukti tanda 

terima pada tanggal 30 September 2025. 
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9. Menggunakan VLOOKUP dalam Rekapan Excel 

 

   Gambar 3. 43 VLOOKUP Sheets PPN AGR 

Pada Gambar 3.43 tersebut menunjukkan penggunaan rumus VLOOKUP untuk 

mencari nilai dan mengambil nilai dari tabel yang berbeda, rumus VLOOKUP ini 

dimasukkan ke dalam kolom nama, tanggal faktur, nominal PPN, dan tanggal 

dibuatnya tanda terima untuk faktur pajak tersebut. Rumus ini digunakan untuk 

mempermudah dalam pembuatan SPM karena hanya perlu menemukan faktur pajak 

sesuai dengan yang telah dikirimkan oleh vendor. Dalam contoh ini rumus 

VLOOKUP (F13,ALL!E:M,6,0) yang ada pada kolom nama mengacu kepada F13 

untuk posisi kolom nomor faktur pajak yang ada pada workbook digambar 2, lalu 

ALL!E:M mengacu kepada worsheet ALL dengan dimulai dari Nomor Faktur yang 

berada dikolom E hingga jumlah PPN dikolom M. Lalu untuk 6,0 merupakan posisi 

kolom nama vendor yang ingin digunakan berada dalam kolom ke 6 dari kolom E 

hingga kolom M. 
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10. Mencetak Tanda Terima PPN AGR Untuk Proses Finance 

 

   Gambar 3. 44 Hasil Tanda Terima Tagihan PPN AGR 

Pada Gambar 3.44 tersebut menunjukkan tampilan terkait bukti penerimaan SPM 

yang berisikan nama vendor, nomor faktur pajak, tanggal faktur pajak, nominal 

PPN dan tanggal dibuatnya bukti penerimaan SPM PPN. Pembuatan tanda terima 

ini akan diserahkan kepada finance untuk dilanjutkan ke proses pembayaran kepada 

vendor. Pada gambar 3.44 tersebut menunjukkan tanggal 30 September 2025, yang 

dimana tanggal tersebut merupakan tanggal dibuatnya SPM PPN. Proses ini 

biasanya berlangsung hingga kisaran waktu kurang lebih 14 hari setelah diproses 

oleh tax. Dalam jangku waktu tersebut bisa lebih cepat atau bisa juga lebih lama 

vendor menerima dari pembayaran PPN tersebut. Namun apabila PPN yang ditagih 

nominalnya dibawah Rp. 100.000 biasanya langsung dibayarkan secara tunai 

kepada vendor. 

3.2.2.2 Membuat Tanda Terima Tagihan PPN Delta Mega Persada 

1. Menerima Dokumen dari Vendor yang berisikan Bukti Penerimaan 

Elektronik, SPT Masa Induk Halaman 1, SPT Masa Induk Halaman 2, dan 

Lembar A2 yang berisikan nama pembeli, nomor faktur pajak, tanggal 

faktur pajak, dan nominal PPN. 
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   Gambar 3. 45 Dokumen Surat Pemberitahuan Masa DMP 

Berdasarkan Gambar 3.45 tersebut menunjukkan dokumen Surat Pemberitahuan 

Masa yang dikirimkan oleh vendor dan berisikan beberapa lembar seperti BPE 

(Bukti Penerimaan Elektronik) yang berisikan nama vendor dan juga masa pajak. 

Lalu lembar SPT Masa Halaman 1 dan SPT Masa Halaman 2 yang berisikan nama 

vendor, masa pajak, dan juga tanggal dibuatnya SPT Masa tersebut. Lembar yang 

terakhir adalah lembar A2 yang berisikan informasi tagihan atas nama pembeli 

PKP, dalam hal ini Delta Mega Persada. Lalu terdapat juga nomor faktur pajak, 

tanggal faktur pajak, nominal DPP, dan juga nominal PPN. 

2. Login ASBS Untuk Memeriksa Faktur Pajak 
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    Gambar 3. 46 Login ASBS 

Pada Gambar 3.46 tersebut, menunjukkan tampilan Portal Alam Sutera Business 

Software (ASBS). Untuk login mengharuskan mengisi beberapa informasi penting 

seperti NIK (Nomor Induk Karyawan) dan juga Password. Sebelum masuk 

kedalam portal, pastikan harus mengisi dua hal penting tersebut sudah terisi dengan 

benar. Kemudian pilih tombol login untuk masuk kedalam system ASBS. 

3. Memeriksa Faktur Pajak “868812” 

 

   Gambar 3. 47 Tampilan Journal Items DMP 
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Berdasarkan Gambar 3.47 tersebut, pada langkah yang pertama adalah memilih 

terlebih dahulu unit perusahaan yang ditagih sesuai dengan dokumen SPM yang 

dikirimkan oleh vendor tersebut. Kemudian pada langkah kedua adalah memilih 

menu Accounting, lalu pilih Journal Items. Pada langkah yang ketiga adalah 

memasukkan 6 digit angka paling belakang yang ada di lembar faktur pajak, dalam 

hal ini memasukkan nomor faktur pajak “868812”. Kemudian klik “Search” untuk 

memunculkan faktur pajak tersebut. Langkah yang terakhir adalah memeriksa kode 

HO (Head Office) pada unit perusahaan yang ditagih. Apabila semua data telah 

sesuai dan benar, buka rekapan tagihan PPN DMP untuk dibuatkan tanda terima 

tagihan. 

4. Membuka Folder Tagihan SPM PPN DMP 

 

Gambar 3. 48 Folder Rekapan Tanda Terima PPN DMP 

Berdasarkan Gambar 3.48 tersebut, menunjukkan tampilan dari rekapan tanda 

terima tagihan PPN DMP DRJ yang berisikan nomor faktur pajak, nama vendor, 
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tanggal faktur pajak, nominal PPN, dan juga tanggal dibuatnya tanda terima tagihan 

PPN tersebut. 

5. Mencari Faktur Pajak dalam Rekapan Tanda Terima 

 

Gambar 3. 49 Rekapan Tanda Terima PPN DMP 

Berdasarkan Gambar 3.49, pada kotak merah tersebut menunjukkan faktur pajak 

“868812” ada dalam rekapan dan telah terisi dengan data yang lengkap mulai dari 

nomor faktur pajak keseluruhan, tanggal faktur pajak, masa faktur pajak, nama 

vendor, nominal PPN yang harus dibayar dan juga kolom tanggal dibuatnya tanda 

terima. Setelah dipastikan faktur tersebut berkode Head Office, maka faktur 

tersebut bisa dibuatkan bukti tanda terima untuk proses pembayaran PPN terhadap 

vendor tersebut. Dalam contoh ini, vendor Gading Murni menagih atas pembayaran 

PPN untuk masa pajak Oktober 2025 dari nominal jumlah DPP sebesar Rp 

2.527.000 dikalikan dengan tarif PPN sebesar 11%, maka menghasilkan jumlah 

PPN yang harus dibayarkan sebesar Rp 277.970 dengan tanggal pembuatan bukti 

tanda terima pada tanggal 16 Desember 2025. 

6. Menggunakan VLOOKUP  
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Gambar 3. 50 VLOOKUP Sheets PPN DMP 

Pada Gambar 3.50 tersebut menunjukkan penggunaan rumus VLOOKUP untuk 

mencari nilai dan mengambil nilai dari sheets yang berbeda, rumus VLOOKUP ini 

dimasukkan ke dalam kolom nama vendor, tanggal faktur, nominal PPN, dan 

tanggal dibuatnya tanda terima untuk faktur pajak tersebut. Rumus ini digunakan 

untuk mempermudah dalam pembuatan SPM karena hanya perlu menemukan 

faktur pajak sesuai dengan yang telah dikirimkan oleh vendor. Dalam contoh ini 

rumus VLOOKUP (D10,DMP!B2:F65536,2,0) yang ada pada kolom nama 

mengacu kepada D10 untuk posisi kolom nomor faktur pajak yang ada pada 

worksheet digambar 2, lalu “DMP!B2:F65536” mengacu kepada worksheet DMP 

dengan dimulai dari Nomor Faktur yang berada dikolom B hingga tanggal 

dibuatnya tanda terima dikolom F. Lalu untuk 2,0 merupakan posisi kolom nama 

vendor yang ingin digunakan berada dalam kolom ke 2 dari kolom B hingga kolom 

F. 

7. Mencetak Tanda Terima PPN DMP 
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Gambar 3. 51 Hasil Tanda Terima Tagihan PPN DMP 

Pada Gambar 3.51 tersebut menunjukkan tampilan terkait bukti penerimaan SPM 

yang berisikan nama vendor, nomor faktur pajak, tanggal faktur pajak, nominal 

PPN dan tanggal dibuatnya bukti penerimaan SPM PPN. Pembuatan tanda terima 

ini akan diserahkan kepada finance untuk dilanjutkan ke proses pembayaran kepada 

vendor. Pada gambar 3.51 tersebut menunjukkan tanggal 16 Desember 2025, yang 

merupakan tanggal dibuatnya SPM PPN tersebut. Proses ini biasanya berlangsung 

hingga kisaran waktu kurang lebih 14 hari setelah diproses oleh tax. Dalam jangku 

waktu tersebut bisa lebih cepat atau bisa juga lebih lama vendor menerima dari 

pembayaran PPN tersebut. Namun apabila PPN yang ditagih nominalnya dibawah 

Rp. 100.000 biasanya langsung dibayarkan secara tunai kepada vendor. 

3.2.2.3 Membuat Tanda Terima Tagihan PPN Tangerang Matra Real Estate 

1. Menerima Dokumen dari vendor yang berisikan Bukti Penerimaan 

Elektronik, Bukti Penerimaan Negara, SPT Masa Induk Halaman 1, SPT 

Masa Induk Halaman 2, dan Lembar A2 yang berisikan faktur pajak, masa 

pajak, dan nominal PPN. 
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Gambar 3. 52 Dokumen Surat Pemberitahuan Masa Vendor TMRE 

Berdasarkan Gambar 3.52 tersebut menunjukkan dokumen Surat Pemberitahuan 

Masa yang dikirimkan oleh vendor TMRE dan berisikan beberapa lembar seperti 

BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) yang berisikan nama vendor dan juga masa 

pajak. Lalu lembar BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang berisikan data 

pembayaran dan data setoran. Lalu lembar SPT Masa Halaman 1 dan SPT Masa 
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Halaman 2 yang berisikan nama vendor, masa pajak, dan juga tanggal dibuatnya 

SPT Masa tersebut. Lembar yang terakhir adalah lembar A2 yang berisikan 

informasi tagihan atas nama pembeli PKP, dalam hal ini Tangerang Matra Real 

Estate. Lalu terdapat juga nomor faktur pajak, tanggal faktur pajak, nominal DPP, 

dan juga nominal PPN. 

2. Login ASBS 

 

Gambar 3. 53 Tampilan Login ASBS 

Pada Gambar 3.53 tersebut, menunjukkan tampilan Portal Alam Sutera Business 

Software (ASBS). Untuk login mengharuskan mengisi beberapa informasi penting 

seperti NIK (Nomor Induk Karyawan) dan juga Password. Sebelum masuk 

kedalam portal, pastikan harus mengisi dua hal penting tersebut sudah terisi dengan 

benar. Kemudian pilih tombol login untuk masuk kedalam system ASBS. 

3. Memeriksa Faktur Pajak “753384” 
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   Gambar 3. 54 Tampilan Journal Items TMRE 

Berdasarkan Gambar 3.54 tersebut, pada langkah yang pertama adalah memilih 

terlebih dahulu unit perusahaan yang ditagih sesuai dengan dokumen SPM yang 

dikirimkan oleh vendor tersebut. Kemudian pada langkah kedua adalah memilih 

menu Accounting, lalu pilih Journal Items. Pada langkah yang ketiga adalah 

memasukkan 6 digit angka paling belakang yang ada di lembar faktur pajak, dalam 

hal ini memasukkan nomor faktur pajak “753384”. Kemudian klik “Search” untuk 

memunculkan faktur pajak tersebut. Langkah yang terakhir adalah memeriksa kode 

HO (Head Office) pada unit perusahaan yang ditagih. Apabila semua data telah 

sesuai dan benar, buka rekapan tagihan PPN TMRE untuk dibuatkan tanda terima 

tagihan. 

4. Membuka Folder Tagihan SPM PPN TMRE 
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Gambar 3. 55 Folder Rekapan Tanda Terima SPM PPN TMRE 

Berdasarkan Gambar 3.55 tersebut, menunjukkan tampilan dari rekapan tanda 

terima tagihan PPN TMRE yang berisikan nomor faktur pajak, nama vendor, masa 

faktur pajak, tanggal faktur pajak, nominal harga jual, nominal DPP nilai lain, 

nominal PPN, dan juga tanggal dibuatnya tanda terima tagihan PPN tersebut. 

5. Mencari Faktur Pajak Dalam Rekapan PPN TMRE 

 

Gambar 3. 56 Rekapan Tanda Terima SPM PPN TMRE 

Berdasarkan Gambar 3.56, pada kotak merah tersebut menunjukkan faktur pajak 

“753384” ada dalam rekapan dan telah terisi dengan data yang lengkap mulai dari 

nomor faktur pajak keseluruhan, tanggal faktur pajak, masa faktur pajak, nama 

vendor, nominal harga jual, nominal DPP nilai lain, nominal PPN yang harus 

dibayar dan juga kolom tanggal dibuatnya tanda terima. Setelah dipastikan faktur 
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tersebut berkode Head Office, maka faktur tersebut bisa dibuatkan bukti tanda 

terima untuk proses pembayaran PPN terhadap vendor tersebut. Dalam contoh ini, 

vendor Asia Rumah Utama menagih atas pembayaran PPN untuk masa pajak 

Oktober 2025 dari nominal jumlah DPP sebesar Rp 36.779.279 dikalikan dengan 

tarif PPN sebesar 11%, maka menghasilkan jumlah PPN yang harus dibayarkan 

sebesar Rp 4.045.721 dengan tanggal pembuatan bukti tanda terima pada tanggal 

11 Desember 2025. 

6. Menggunakan VLOOKUP 

  

Gambar 3. 57 VLOOKUP Sheets PPN TMRE 

Pada Gambar 3.57 tersebut menunjukkan penggunaan rumus VLOOKUP untuk 

mencari nilai dan mengambil nilai dari sheets yang berbeda, rumus VLOOKUP ini 

dimasukkan ke dalam kolom nama vendor, tanggal faktur, nominal nilai PPN, dan 

tanggal dibuatnya tanda terima untuk faktur pajak tersebut. Rumus ini digunakan 

untuk mempermudah dalam pembuatan SPM karena hanya perlu menemukan 

faktur pajak sesuai dengan yang telah dikirimkan oleh vendor. Dalam contoh ini 

rumus VLOOKUP (D14,’2025’!$A:$C,3,0) yang ada pada kolom nama mengacu 

kepada D14 untuk posisi kolom nomor faktur pajak yang ada pada worksheet 
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digambar 2, lalu ‘2025’!$A:$C mengacu kepada worksheet 2025 dengan dimulai 

dari Nomor Faktur yang berada dikolom A hingga tanggal nama vendor yang 

berada dikolom C. Lalu untuk 3,0 merupakan posisi kolom nama vendor yang ingin 

digunakan berada dalam kolom ke 3 dari kolom A hingga kolom C. 

7. Mencetak Tanda Terima PPN TMRE 

 

Gambar 3. 58 Hasil Tanda Terima Tagihan PPN TMRE 

Pada Gambar 3.58 tersebut menunjukkan tampilan terkait bukti penerimaan SPM 

yang berisikan nama vendor, nomor faktur pajak, tanggal faktur pajak, nominal 

PPN dan tanggal dibuatnya bukti penerimaan SPM PPN. Pembuatan tanda terima 

ini akan diserahkan kepada finance untuk dilanjutkan ke proses pembayaran kepada 

vendor. Pada gambar 3.58 tersebut menunjukkan tanggal 11 Desember 2025, yang 

merupakan tanggal dibuatnya SPM PPN tersebut. Proses ini biasanya berlangsung 

hingga kisaran waktu kurang lebih 14 hari setelah diproses oleh tax. Dalam jangku 

waktu tersebut bisa lebih cepat atau bisa juga lebih lama vendor menerima dari 

pembayaran PPN tersebut.  

3.2.2.4 Membuat Tanda Terima Tagihan PPN Alam Sutera Realty Tbk. 

1. Menerima Dokumen dari Vendor yang berisikan Bukti Penerimaan 

Elektronik, SPT Masa Induk Halaman 1, SPT Masa Induk Halaman 2, dan 
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Lembar A2 yang berisikan nama pembeli, nomor faktur pajak, masa pajak, 

nominsl DPP/harga jual, dan nominal PPN. 

 

Gambar 3. 59 Dokumen Lampiran Surat Pemberitahuan Masa Vendor ASR 
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Berdasarkan Gambar 3.59 tersebut menunjukkan dokumen Surat Pemberitahuan 

Masa yang dikirimkan oleh vendor Alam Sutera Realty Tbk. dan berisikan beberapa 

lembar seperti BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) yang berisikan nama vendor dan 

juga masa pajak. Lalu lembar SPT Masa Halaman 1 dan SPT Masa Halaman 2 yang 

berisikan nama vendor, masa pajak, dan juga tanggal dibuatnya SPT Masa tersebut. 

Lembar yang terakhir adalah lembar A2 yang berisikan informasi tagihan atas nama 

pembeli PKP, terdapat juga nomor faktur pajak, tanggal faktur pajak, masa pajak, 

nominal DPP, nominal DPP nilai lain dan juga nominal PPN. 

2. Login ASBS 

 

Gambar 3. 60 Tampilan Login ASBS 

Pada Gambar 3.60 tersebut, menunjukkan tampilan Portal Alam Sutera Business 

Software (ASBS). Untuk login mengharuskan mengisi beberapa informasi penting 

seperti NIK (Nomor Induk Karyawan) dan juga Password. Sebelum masuk 

kedalam portal, pastikan harus mengisi dua hal penting tersebut sudah terisi dengan 

benar. Kemudian pilih tombol login untuk masuk kedalam system ASBS. 

3. Memeriksa Faktur Pajak “975819” 
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Gambar 3. 61 Tampilan Journal Items ASR 

Berdasarkan Gambar 3.61 tersebut, pada langkah yang pertama adalah memilih 

terlebih dahulu unit perusahaan yang ditagih sesuai dengan dokumen SPM yang 

dikirimkan oleh vendor tersebut. Kemudian pada langkah kedua adalah memilih 

menu Accounting pada Tab Cash Management, lalu pilih Journal Items. Pada 

langkah yang ketiga adalah memasukkan 6 digit angka paling belakang yang ada di 

lembar faktur pajak, dalam hal ini memasukkan nomor faktur pajak “975819”. 

Kemudian klik “Search” untuk memunculkan faktur pajak tersebut. Langkah yang 

terakhir adalah memeriksa kode HO (Head Office) pada unit perusahaan yang 

ditagih. Apabila semua data telah sesuai dan benar, buka rekapan tagihan PPN ASR 

untuk dibuatkan tanda terima tagihan. 

4. Membuka Folder Tagihan PPN ASR 
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Gambar 3. 62 Folder Rekapan Tanda Terima PPN ASR 

Berdasarkan Gambar 3.62 tersebut, menunjukkan tampilan dari rekapan tanda 

terima tagihan PPN ASR yang berisikan masa pajak, nomor faktur pajak, nama 

vendor, tanggal faktur pajak, nominal PPN, dan juga tanggal dibuatnya tanda terima 

tagihan PPN tersebut. 

5. Mencari Faktur Pajak “975819” Dalam Rekapan PPN ASR 
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Gambar 3. 63 Rekapan Tanda Terima PPN ASR 

Berdasarkan Gambar 3.63, pada kotak merah tersebut menunjukkan faktur pajak 

“975819” ada dalam rekapan dan telah terisi dengan data yang lengkap mulai dari 

nomor faktur pajak keseluruhan, tanggal faktur pajak, masa faktur pajak, nama 

vendor, nominal PPN yang harus dibayar dan juga kolom tanggal dibuatnya tanda 

terima. Setelah dipastikan faktur tersebut berkode Head Office, maka faktur 

tersebut bisa dibuatkan bukti tanda terima untuk proses pembayaran PPN terhadap 

vendor tersebut. Dalam contoh ini, vendor Falcon Solusi Cakrawala menagih atas 

pembayaran PPN untuk masa pajak Oktober 2025 dari nominal jumlah DPP sebesar 

Rp 11.875.000 dikalikan dengan tarif PPN sebesar 11%, maka menghasilkan 

jumlah PPN yang harus dibayarkan sebesar Rp 1.306.250 dengan tanggal 

pembuatan bukti tanda terima pada tanggal 18 Desember 2025. 

6. Menggunakan VLOOKUP 
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Gambar 3. 64 VLOOKUP Sheets PPN ASR 

Pada Gambar 3.64 tersebut menunjukkan penggunaan rumus VLOOKUP untuk 

mencari nilai dan mengambil nilai dari sheets yang berbeda, rumus VLOOKUP ini 

dimasukkan ke dalam kolom nama vendor, tanggal faktur, nominal nilai PPN, dan 

tanggal dibuatnya tanda terima untuk faktur pajak tersebut. Rumus ini digunakan 

untuk mempermudah dalam pembuatan SPM karena hanya perlu menemukan 

faktur pajak sesuai dengan yang telah dikirimkan oleh vendor. Dalam contoh ini 

rumus VLOOKUP (D11,`PPN MASUKAN ASR 2025`!$B:$D,3,0) yang ada pada 

kolom nama mengacu kepada D11 yang merupakan nomor faktur pajak seperti 

yang terlihat pada worksheet digambar 2, lalu `PPN MASUKAN ASR 

2025`!$B:$D mengacu kepada worksheet PPN MASUKAN ASR 2025 dengan 

dimulai dari “Nomor Faktur Pajak” yang berada dikolom B hingga nama vendor 
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yang berada dikolom D. Lalu untuk 3,0 merupakan posisi kolom nama vendor yang 

ingin digunakan berada dalam kolom ke 3 dari kolom B hingga kolom D. 

7. Mencetak Tanda Terima PPN ASR  

 

Gambar 3. 65 Hasil Tanda Terima Tagihan PPN ASR 

Pada Gambar 3.65 tersebut menunjukkan tampilan terkait bukti penerimaan SPM 

yang berisikan nama vendor, nomor faktur pajak, tanggal faktur pajak, nominal 

PPN dan tanggal dibuatnya bukti penerimaan SPM PPN. Pembuatan tanda terima 

ini akan diserahkan kepada finance untuk dilanjutkan ke proses pembayaran kepada 

vendor. Pada gambar 3.65 tersebut menunjukkan tanggal 18 Desember 2025, yang 

merupakan tanggal dibuatnya SPM PPN. Proses ini biasanya berlangsung hingga 

kisaran waktu kurang lebih 14 hari setelah diproses oleh tax. Dalam jangku waktu 

tersebut bisa lebih cepat atau bisa juga lebih lama vendor menerima dari 

pembayaran PPN tersebut. 

3.2.2.5 Membuat Tanda Terima Tagihan PPN Duta Realtindo Jaya  

1. Menerima dokumen dari vendor yang berisikan Bukti Penerimaan 

Elektronik, SPT Masa Induk Halaman 1, SPT Masa Induk Halaman 2, dan 

Lembar A2 yang berisikan nama pembeli, nomor faktur pajak, tanggal 

faktur pajak, nominal DPP, dan nominal PPN. 
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Gambar 3. 66 Dokumen Surat Pemberitahuan Masa DRJ 

Berdasarkan Gambar 3.66 tersebut, menunjukkan dokumen Surat Pemberitahuan 

Masa dari vendor yang berisikan Bukti Penerimaan Elektronik, Lembar SPT Masa 

Halaman 1, Lembar SPT Masa Halaman 2, dan Lembar A2 yang berisikan nomor 

faktur pajak, nama pembeli, dalam hal ini Duta Realtindo Jaya, lalu ada tanggal 

faktur pajak, nominal DPP, dan nominal PPN. Pada saat menerima dokumen dari 

vendor tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa nama 

wajib pajak dan masa pajak antara lembar Bukti Penerimaan Elektronik harus 

sesuai dengan lembar SPT Masa Halaman 1 dan 2 sesuai dengan tanda merah yang 

terlihat pada lembar BPE, SPT Masa Halaman 1 dan 2. Lalu lihat nomor faktur 

pajak yang ada pada lembar A2 untuk diperiksa melalui ASBS terkait tagihan PPN 

atas unit perusahaan yang ditagih. 

2. Login ASBS 

 

Gambar 3. 67 Login ASBS 

Pada Gambar 3.67 tersebut, menunjukkan tampilan Portal Alam Sutera Business 

Software (ASBS). Untuk login mengharuskan mengisi beberapa informasi penting 

seperti NIK (Nomor Induk Karyawan) dan juga Password. Sebelum masuk 

kedalam portal, pastikan harus mengisi dua hal penting tersebut sudah terisi dengan 

benar. Kemudian pilih tombol login untuk masuk kedalam system ASBS. 

3. Memeriksa Faktur Pajak “112458” 
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Gambar 3. 68 Tampilan Journal Items DRJ 

Berdasarkan Gambar 3.68 tersebut, pada langkah yang pertama adalah memilih 

terlebih dahulu unit perusahaan yang ditagih sesuai dengan dokumen SPM yang 

dikirimkan oleh vendor tersebut. Kemudian pada langkah kedua adalah memilih 

menu Accounting, lalu pilih Journal Items. Pada langkah yang ketiga adalah 

memasukkan 6 digit angka paling belakang yang ada di lembar faktur pajak, dalam 

hal ini memasukkan nomor faktur pajak “125458”. Kemudian klik “Search” untuk 

memunculkan faktur pajak tersebut. Langkah yang terakhir adalah memeriksa kode 

HO (Head Office) pada unit perusahaan yang ditagih. Apabila semua data telah 

sesuai dan benar, buka rekapan tagihan PPN DRJ untuk dibuatkan tanda terima 

tagihan. 

4. Membuka Folder Tagihan SPM PPN DRJ 
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Gambar 3. 69 Folder Rekapan Tagihan PPN DRJ  

Berdasarkan Gambar 3.69 tersebut, menunjukkan tampilan dari rekapan tanda 

terima tagihan PPN DMP DRJ yang berisikan nomor faktur pajak, nama vendor 

kontraktor, tanggal faktur pajak, nominal PPN, dan juga tanggal dibuatnya tanda 

terima tagihan PPN tersebut. 

5. Mencari Faktur Pajak Dalam Rekapan PPN DRJ 
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Gambar 3. 70 Rekapan Tanda Terima PPN DRJ  

Berdasarkan Gambar 3.70, pada kotak merah tersebut menunjukkan faktur pajak 

“125458” ada dalam rekapan dan telah terisi dengan data yang lengkap mulai dari 

nomor faktur pajak keseluruhan, tanggal faktur pajak, masa faktur pajak, nama 

vendor, nominal PPN yang harus dibayar dan juga kolom tanggal dibuatnya tanda 

terima. Setelah dipastikan faktur tersebut berkode Head Office, maka faktur 

tersebut bisa dibuatkan bukti tanda terima untuk proses pembayaran PPN terhadap 

vendor tersebut. Dalam contoh ini, vendor Seruni Aruna Nusa menagih atas 

pembayaran PPN untuk masa pajak Januari 2025 dari nominal jumlah DPP sebesar 

Rp 18.870.000 dikalikan dengan tarif PPN sebesar 11%, maka menghasilkan 

jumlah PPN yang harus dibayarkan sebesar Rp 2.075.700 dengan tanggal 

pembuatan bukti tanda terima pada tanggal 11 Desember 2025. 

6. Menggunakan VLOOKUP 
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Gambar 3. 71 VLOOKUP Sheets PPN DRJ 

Pada Gambar 3.71 tersebut menunjukkan penggunaan rumus VLOOKUP untuk 

mencari nilai dan mengambil nilai dari sheets yang berbeda, rumus VLOOKUP ini 

dimasukkan ke dalam kolom nama vendor, tanggal faktur, nominal PPN, dan 

tanggal dibuatnya tanda terima untuk faktur pajak tersebut. Rumus ini digunakan 

untuk mempermudah dalam pembuatan SPM karena hanya perlu menemukan 

faktur pajak sesuai dengan yang telah dikirimkan oleh vendor. Dalam contoh ini 

rumus VLOOKUP (D11,DRJ!B2:F1931,2,0) yang ada pada kolom nama mengacu 

kepada D11 untuk posisi kolom nomor faktur pajak yang ada pada worksheet 

digambar 2, lalu “DRJ!B2:F1931” mengacu kepada worksheet DRJ dengan dimulai 

dari Nomor Faktur yang berada dikolom B hingga tanggal dibuatnya tanda terima 

dikolom F. Lalu untuk 2,0 merupakan posisi kolom nama vendor kontraktor yang 

ingin digunakan berada dalam kolom ke 2 dari kolom B hingga kolom F. 

7. Mencetak Tanda Terima PPN DRJ 
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Gambar 3. 72 Hasil Tanda Terima Tagihan PPN DRJ 

Pada Gambar 3.72 tersebut menunjukkan tampilan terkait bukti penerimaan SPM 

yang berisikan nama vendor, nomor faktur pajak, tanggal faktur pajak, nominal 

PPN dan tanggal dibuatnya bukti penerimaan SPM PPN. Pembuatan tanda terima 

ini akan diserahkan kepada finance untuk dilanjutkan ke proses pembayaran kepada 

vendor. Pada gambar 3.72 tersebut menunjukkan tanggal 11 Desember 2025, yang 

merupakan tanggal dibuatnya SPM PPN tersebut. Proses ini biasanya berlangsung 

hingga kisaran waktu kurang lebih 14 hari setelah diproses oleh tax. Dalam jangku 

waktu tersebut bisa lebih cepat atau bisa juga lebih lama vendor menerima dari 

pembayaran PPN tersebut. 

3.2.3 Melakukan Rekapitulasi Tax Payment Inquiry  

Tax Payment Inquiry adalah sebuah fitur yang ada dalam Kopra By Mandiri yang 

biasanya digunakan untuk menanyakan, atau mengelola status pembayaran pajak 

secara online. Fitur ini memudahkan wajib pajak dalam melihat riwayat 

pembayaran, memeriksa tunggakan, atau mendapatkan rincian tagihan pajak 

sebelum melakukan pembayaran, dan melihat status pembayaran setelah 

pembayaran dilakukan. Dalam pengerjaan rekapitulasi tax payment inquiry memuat 

data seperti transaction id, transaction date, payment id, billing id, NTPN (Nomor 

Transaksi Penerimaan Negara), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Remarks 
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(pembayaran pajak atas lokasi/unit yang dibayarkan), dan juga jumlah amount 

pajak yang dibayarkan. Rekapan Tax Payment Inquiry ini biasanya digunakan 

untuk memudahkan dalam proses pengambilan BPN (Bukti Penerimaan Negara) 

ataupun SSP (Surat Setoran Pajak). Selama periode magang pekerjaan ini biasanya 

dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya. Contohnya, ketika ingin membuat 

rekapitulasi atas pembayaran masa pajak Juli 2025 maka rekapitulasi Tax Payment 

Inquiry baru bisa dikerjakan pada bulan Agustus 2025, hal ini dikarenakan 

pembayaran pajak atas masa Juli dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan 

berikutnya. Rekapitulasi ini dibuat dalam bentuk excel sesuai dengan format yang 

telah ada. Langkah-langkah pengerjaan adalah sebagai berikut: 

1. Masuk/Login Kopra By Mandiri 

 

   Gambar 3. 73 Login Kopra By Mandiri 

Pada langkah pertama adalah masuk ke dalam akun Kopra By Mandiri sesuai yang 

terlihat pada Gambar 3.73 tersebut, kemudian masukkan company ID, User ID, dan 

juga Password sesuai dengan akun masing masing yang telah terdaftar dalam Kopra 

By Mandiri. 

2. Masuk Cash Management 
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   Gambar 3. 74 Cash Management Kopra By Mandiri  

Pada Gambar 3.74 tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam akun Kopra By 

Mandiri, pilih tab yang bertuliskan “Cash Management”, kemudian pilih 

“Payment”. Lalu pilih tab yang bertuliskan “Tax Payment Inquiry”. 

3. Menentukan Masa Pajak Untuk Rekapitulasi 
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Gambar 3. 75 Tax Payment Inquiry 

Dalam tampilan tax payment inquiry tersebut, tentukan terlebih dahulu masa pajak 

yang akan dibuat ke dalam rekapitulasi tax payment dengan menggunakan fitur 

custom yang ada didalam transaction date. Pada Gambar 3.75 tersebut 

menunjukkan penarikan tax payment inquiry untuk masa Agustus 2025 mulai dari 

tanggal 1 September 2025 hingga 30 September 2025, yang artinya rekapitulasi 

yang akan dibuat merupakan rekapitulasi atas masa pajak Agustus 2025. Kemudian 

pilih tombol “apply” agar data yang ingin ditarik bisa muncul. 

4. Mengunduh Tax Payment Inquiry Masa Agustus 2025 
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Gambar 3. 76 Unduh Tax Payment Inquiry Agustus 2025 

Berdasarkan Gambar 3.76 tersebut, setelah menekan tombol “apply”, maka akan 

menghasilkan semua tax payment inquiry yang ada pada masa pajak Agustus 2025. 

Dalam langkah ini, kita bisa memilih ingin menampilkan dalam jumlah sesuai yang 

kita butuhkan, seperti 10, 25, 50, dan 100. Ketika memilih menampilkan dalam 

jumlah 100, maka akan menghasilkan tax payment inquiry dengan jumlah 8 

halaman yang artinya ada 700-800 tax payment inquiry yang sudah berhasil dibayar 

dan disetorkan kepada negara untuk masa pajak Agustus 2025. Pastikan berhasil 

mengunduh semua tax payment dari halaman 1 hingga halaman 8. Selain itu 

pastikan juga bahwa format yang diunduh telah sesuai dengan format excel yang 

dibutuhkan untuk proses rekapitulasi.  

5. Monitoring Hasil Pengunduhan 
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Gambar 3. 77 Monitoring Hasil Unduhan 

Setelah berhasil mengunduh semua halaman, pastikan bahwa jumlah yang diunduh 

telah sesuai dan berjumlah 8 halaman, seperti yang terlihat pada Gambar 3.77. 

Kemudian pastikan juga bahwa status hasil unduhan sudah memiliki keterangan 

“Complete” yang artinya hasil unduhan tersebut sudah bisa digunakan untuk 

keperluan rekapitulasi tax payment inquiry. 

6. Merapikan Format Excel Tax Payment Inquiry  
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Gambar 3. 78 Mengatur Format Excel 

Berdasarkan Gambar 3.78 tersebut, pada gambar yang pertama menujukkan format 

Tax Payment Inquiry yang belum rapi. Namun pada gambar yang kedua format 

diubah dan disusun menjadi lebih rapi dengan menggunakan wrap text seperti yang 

terlihat pada tanda merah digambar kedua agar lebih memudahkan dalam 

pengerjaan dan menemukan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), 

ataupun Billing ID, ataupun Remarks terkait lokasi yang ingin dicari Surat Setoran 

Pajak (SSP) atas lokasi tersebut. Format yang berantakan tersebut juga berlaku 

demikian dihalaman lainnya baik halaman yang kedua hingga halaman yang 

terakhir, sehingga harus diubah terlebih dahulu format dari masing-masing halaman 

menjadi lebih tersusun rapi.  

7. Membuat Rekapitulasi Tax Payment Inquiry Masa Agustus 2025 
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Gambar 3. 79 Rekapitulasi Tax Payment Inquiry Agustus 2025 

Setelah semua halaman dari halaman pertama hingga terakhir telah dirapikan dan 

diubah menjadi format yang telah sama. Gabungkan masing-masing halaman tax 

payment inquiry menjadi satu rekapan keseluruhan yang telah tergabung seperti 

yang terlihat pada Gambar 3.79. Pastikan bahwa didalam rekapan tax payment 

inquiry semua data yang diperlukan tersusun dengan jelas dan bisa dipahami seperti 

Billing ID, NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), dan juga jumlah amount 

yang dibayarkan. Setelah semua telah dipastikan dengan benar, maka rekapan tax 

payment inquiry untuk masa pajak Agustus 2025 sudah selesai dan sudah bisa 

digunakan. 

3.2.4 Melakukan Pembetulan Faktur Pajak Keluaran Menggunakan CoreTax 

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak 

yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 

Faktur Pajak Keluaran adalah bukti pungutan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) ketika melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean atau 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara sederhana, ini adalah 

PPN yang dibebankan atau dipungut oleh penjual (PKP) dari pembeli (konsumen) 
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saat terjadi transaksi penjualan barang atau jasa. Faktur pajak digunakan sebagai 

bukti legal bahwa PKP telah melaksanakan kewajiban perpajakan terkait dalam 

transaksi tersebut. Dalam melakukan pekerjaan pembetulan faktur pajak memuat 

data seperti jenis tipe transaksi seperti barang atau jasa, nomor faktur pajak, tanggal 

faktur, masa pajak faktur, DPP, dan juga nominal PPN. Pekerjaan ini merupakan 

pekerjaan supportive yang dimana hanya dilakukan satu kali selama masa magang, 

total faktur yang dilakukan pembetulan sebanyak 101 faktur. Langkah pengerjaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Menerima Data Excel List Faktur Pajak  

 

Gambar 3. 80 List Excel Faktur Pajak 

Pada Gambar 3.80 tersebut menunjukkan terdapat beberapa faktur pajak yang akan 

dilakukan pembetulan faktur pajak. Pada kotak merah yang pertama terdapat 

17digit angka. Dalam gambar ini angka “08002500223249901” merupakan nomor 

dari faktur pajak yang akan dilakukan pembetulan. Lalu pada kotak merah yang 

kedua terdapat nominal angka sebesar “15.840”, angka tersebut merupakan nominal 

dari harga satuan atau DPP atas transaksi yang terjadi. Lalu pada kotak merah yang 

ketiga terdapat nominal “14520” merupakan nominal dari DPP lain yang 

didapatkan dari 15.840 dibagi dengan 12 lalu dikalikan 11. Pada kotak merah yang 

keempat terdapat nominal beberapa angka sebesar “1.742”, angka ini merupakan 

nominal PPN, didapatkan dari perkalian antara nominal DPP lain dikalikan dengan 

tarif PPN 12%. 

2. Login/Masuk ke dalam Coretax 
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    Gambar 3. 81 Login Coretax 

Setelah berhasil masuk kedalam website “coretaxdjp.pajak.go.id”, masukkan ID 

pengguna dan kata sandi seperti yang terlihat pada Gambar 3.81. Lalu masukkan 

juga beberapa digit kode angka, yang dimana digit angka tersebut digunakan untuk 

memastikan penghidaran akses dari robot. Setelah semua telah terisi dengan 

sempurna, baru masuk ke dalam situs coretax dengan menekan tombol login. 

3. Masukkan Nomor Faktur Pajak  
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Gambar 3. 82 Menu Pajak Keluaran 

Setelah berhasil login kedalam Coretax, beralih dari tampilan dasbor e-Faktur 

menuju ke tab “Pajak Keluaran” seperti yang terlihat pada Gambar 3.82. Masukkan 

nomor faktur pajak yang akan dilakukan pembetulan pada kolom “Nomor Faktur 

Pajak” seperti yang terlihat pada gambar pertama. Lalu seperti yang terlihat pada 

gambar kedua, pilih tombol yang terlihat seperti logo pensil yang digunakan untuk 

mengedit faktur pajak tersebut.  

4. Edit Faktur Pajak 

 

Gambar 3. 83 Edit Faktur Pajak Keluaran  

Berdasarkan kotak merah yang terlihat pada Gambar 3.83, menunjukkan nominal 

DPP dan PPN yang berbeda dengan data excel list faktur yang terlihat pada Gambar 
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3.80. Oleh karena itu faktur pajak dari faktur “08002500223249901” tersebut harus 

diedit dan diubah agar sesuai dengan list data excel faktur pajak yang terbaru.  

5. Edit Faktur Pajak Keluaran  

 

Gambar 3. 84 Edit Faktur Pajak Keluaran 

Setelah menekan tombol ganti pada langkah sebelumnya, maka akan masuk ke 

dalam tampilan seperti yang terlihat pada gambar pertama, terdapat tanggal faktur, 

lalu nomor faktur, masa pajak, dll. Lalu digeser menuju tampilan paling bawah 

terdapat logo pensil yang digunakan untuk mengedit faktur yang salah tersebut 

terkait DPP dan nominal PPN seperti yang terlihat pada gambar kedua. 
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6. Edit Faktur Pajak Keluaran  

 

Gambar 3. 85 Tampilan Hasil Edit Faktur Pajak Keluaran 

Pada gambar pertama tersebut merupakan faktur pajak dengan nominal DPP dan 

PPN yang salah. Lalu pada gambar kedua merupakan hasil dari faktur pajak yang 

telah diubah, dengan mengubah harga satuan yang sebelumnya “47.520” menjadi 

“15.840”. Lalu nominal DPP lain yang semula “43.560” menjadi “14.520. Nominal 

PPN yang semula “5.227” menjadi “1.742”. Setelah semua sudah dipastikan telah 

sesuai dengan list data excel faktur pajak masa Juli 2025, klik tombol “simpan” 

seperti yang terlihat pada kotak merah. 
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7. Simpan Hasil Edit Faktur Pajak 

 

Gambar 3. 86 Konfirmasi Simpan Hasil 

Pastikan bahwa faktur pajak yang diedit tersebut telah sesuai dengan list faktur 

pajak masa Juli 2025, apabila sudah sesuai klik tombol “simpan penggantian”. 

Setelah itu akan muncul “Tanda Tangan Dokumen” seperti yang terlihat pada 

Gambar 3.86, masukkan ID Penandatangan dan kata sandi Penandatangan. Setelah 

itu klik “Simpan” agar faktur pajak tersebut tersimpan dengan hasil pembetulan 

yang terbaru dan klik “Konfirmasi Tanda Tangan” atas pembetulan faktur pajak 

periode Juli tersebut. 

8. Edit Faktur Pajak Masa Juli Lainnya 
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Gambar 3. 87 Edit Faktur Pajak Keluaran Keseluruhan 

Setelah berhasil dalam “Konfirmasi Tanda Tangan”, maka akan muncul tampilan 

“Success” seperti yang terlihat pada Gambar 3.87 tersebut. Lakukan dan ulangi 

langkah yang sama kepada 100 faktur pajak lainnya hingga faktur paling terakhir 

dimasa Juli 2025, seperti yang terlihat pada kotak merah tersebut. 

3.2.5 Menghitung Pajak Penghasilan 21 atas Jasa Notaris 

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, 

upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apa pun 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

orang pribadi dalam negeri. PPh 21 ini dipotong oleh pihak pemberi kerja atau pihak 

lain yang membayarkan penghasilan tersebut, seperti perusahaan, bendahara 

pemerintah, atau yayasan. Pajak ini wajib dihitung, dipotong, disetor, dan 

dilaporkan setiap bulannya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pekerjaan ini 

dilakukan dengan memuat data seperti jumlah tagihan atas jasa AJB notaris 

tersebut, yang akan dihitung dengan menggunakan tarif progresif. Selain itu juga 

memuat data atas nama notaris yang melakukan pekerjaan tersebut. Pekerjaan ini 

dilakukan dengan sangat rutin setiap bulannya. Langkah pengerjaan adalah sebagai 

berikut: 
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1. Menerima Permohohan Pembayaran  

 

   Gambar 3. 88 Lampiran Permohonan Pembayaran 

Berdasarkan Gambar 3.88 tersebut, legal mengirimkan tagihan atas jasa AJB dalam 

bentuk kertas permohonan pembayaran, yang dimana dalam kertas tersebut berisi 

nama notaris yang akan dibayarkan, nomor rekening dari pihak notaris tersebut, dan 

juga nominal jumlah tagihan yang ditagih atas biaya AJB dari periode bulan 

September 2025 tersebut. Dalam Gambar 3.37 tersebut, mengacu kepada Notaris 

Bambang dengan nomor rekening Bank BCA – 12345678, dan jumlah pembayaran 

terkait biaya AJB sebesar Rp. 230.827.444. 

2. Memeriksa Lampiran Rekap Tagihan Notaris Bambang  
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   Gambar 3. 89 Lampiran Rekapan Tagihan Notaris  

Berdasarkan gambar 3.89 tersebut menujukkan lampiran rekapan tagihan dari 

Notaris Bambang yang berisikan nama nama dari customer dan juga unit-unit lokasi 

yang dilakukan AJB. Dalam rekapan tersebut terdapat hingga 36 lokasi yang 

dilakukan AJB pada bulan September 2025 dengan jumlah pembayaran tagihan 

sebesar Rp. 230.827.444. Nominal tersebutlah yang akan dihitung terkait dengan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan dikenakan atas jasa tersebut. 

3. Buka Rekapan Excel Tagihan PPh 21  
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   Gambar 3. 90 Rekapan Tagihan PPh 21 Notaris  

Dalam rekapan tagihan PPh 21 tersebut terdapat beberapa informasi seperti nominal 

jasa pekerjaan yang akan dibayar, dasar pemotongan PPh 21 yaitu nominal DPP 

dikalikan dengan 50%, lalu ada dasar pemotongan PPh 21 progresif yang dimana 

terdiri dari 5 lapisan yaitu: 

1) Lapisan pertama, sampai dengan Rp. 60.000.000 

2) Lapisan kedua, lebih dari Rp. 60.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 

3) Lapisan ketiga diatas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 

4) Lapisan keempat lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp 

5.000.000.000 

5) Lapisan kelima diatas dari Rp. 5.000.000.000 

Selain itu dalam rekapan tersebut juga terdapat tarif PPh 21 progresif yaitu 5%, 

15%, 25%, 30%, 35%. Setelah itu akan mendapatkan nilai dari PPh 21 terutang 

setiap lapisan. Kemudian dijumlahkan dan akan menghasilkan nominal jumlah PPh 

21 yang akan dipotong dari jasa notaris tersebut sehingga total yang akan 

dibayarkan adalah nominal DPP dikurangkan dengan jumlah PPh 21. 

4. Perhitungan PPh 21 Notaris Bambang Masa September 
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   Gambar 3. 91 Perhitungan PPh 21 Notaris  

Berdasarkan Gambar 3.91 tersebut terdapat tulisan “Okt-25” yang artinya bulan 

pada saat dibuatnya perhitungan terkait tagihan PPh 21 tersebut. Selain itu, 

berdasarkan permohonan pembayaran yang telah dikirimkan oleh legal, masukkan 

nominal jumlah tagihan tersebut kedalam kolom baru dengan keterangan “Biaya 

Akta Jual Beli Periode Bulan September 2025”. Setelah itu nominal “Rp. 

230.827.444” tersebut dikalikan dengan 50% agar mendapatkan dasar pemotongan 

PPh 21 sebesar “Rp. 115.413.722”. Nominal “Rp.115.413.722” tersebut masuk 

kedalam lapisan yang pertama dan lapisan kedua dalam perhitungan PPh 21. 

Sehingga mendapatkan jumlah PPh 21 sebesar “Rp.11.312.058” yang didapatkan 

dari pertambahan antara Rp 3.000.000 ditambah dengan Rp 8.312.058. Jumlah yang 

akan dibayarkan kepada notaris Bambang tersebut adalah sebesar “Rp. 

219.515.386”. Angka ini didapatkan  dari pengurangan antara jumlah nominal jasa 

yang akan dibayarkan dikurangkan dengan nominal PPh 21 yang akan dipotong 

dari jasa notaris tersebut. 
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3.2.6 Memeriksa Tagihan Atas Sewa Jasa PPh 23 

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa 

bunga, royalti, sewa, dividen, dan jasa tertentu selain penghasilan yang telah 

dipotong PPh Pasal 21. Pihak yang memotong PPh 23 adalah pihak pemberi 

penghasilan (pihak yang membayar), dan pihak yang menerima penghasilan yang 

dipotong adalah Wajib Pajak dalam negeri badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang memiliki penghasilan dari jasa tertentu. Pekerjaan ini dilakukan dengan tujuan 

untuk memastikan bahwa pajak yang akan dipungut dari aktivitas sewa jasa tersebut 

sudah benar dan sudah sesuai. Dalam melakukan pekerjaan ini memerlukan data 

seperti faktur pajak dan vendor invoice. Pekerjaan ini dilakukan sangat rutin dalam 

setiap minggunya sesuai dengan kedatangan vendor yang menyampaikan terkait 

tagihan tersebut. Langkah-langkah pengerjaan adalah sebagai berikut: 

1. Menerima Lampiran Tagihan dari Vendor 

 

 Gambar 3. 92 Lampiran Tagihan Vendor 
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Berdasarkan Gambar 3.92 tersebut, vendor mengirimkan lampiran tagihan kepada 

divisi pajak untuk dilakukan proses pengecekan terkait jasa yang telah diberikan. 

Dalam lampiran tersebut berisikan beberapa informasi seperti kertas lampiran draft 

yang berisikan proses verifikasi dari accounting (check/jurnal), finance, dan tax itu 

sendiri. Lalu juga berisikan faktur pajak dan vendor invoice.  

2. Memeriksa Lampiran Draft  

 

    Gambar 3. 93 Lampiran Draft  

Berdasarkan Gambar 3.93 tersebut, terdapat kotak merah yang bertuliskan nama 

vendor yang mengirimkan tagihan terkait jasa yang telah diberikan dan juga tanggal 

dimana lampiran tagihan tersebut dikirimkan yakni pada tanggal 21 Oktober 2025. 

Lalu juga terdapat nominal DPP terkait tagihan dari vendor tersebut. Kotak merah 
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paling bawah yang bertuliskan “D. 254287” merupakan kode dari draft yang telah 

dibuat dan terdaftar didalam system ASBS, sehingga digunakan untuk 

memudahkan dalam menemukan pencarian dari aktivitas transaksi tersebut. 

3. Membandingkan antara Vendor Invoice dengan Faktur Pajak 

 

    Gambar 3. 94 Vendor Invoice 

Berdasarkan Gambar 3.94 terkait vendor invoice yang telah dikirimkan oleh PT. 

Netciti Persada tersebut terdapat informasi yang mengacu kepada tagihan yang 

dikirimkan atas nama “customer name” unit anak perusahaan PT. Nusa Cipta 
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Pratama. Kemudian juga terdapat informasi terkait “bill date” 15 Oktober 2025 dan 

“due date” 30 Oktober 2025 serta juga terdapat informasi terkait nominal tagihan 

sebesar Rp. 1.570.000.  

 

   Gambar 3. 95 Lampiran Faktur Pajak 

Berdasarkan Gambar 3.95 tersebut, pada keterangan nomor 1 terdapat beberapa 

digit angka yang dimana angka tersebut merupakan nomor dari faktur pajak 

tersebut. Lalu pada keterangan kedua terdapat kode NPWP yang digunakan untuk 

memastikan bahwa unit perusahaan yang dituju sudah sesuai, biasanya PT. Nusa 

Cipta Pratama diakhiri kode “000 ataupun 001”. Lalu pada keterangan yang ketiga 

terdapat nominal terkait tagihan yakni sebesar 1.570.000. Lalu pada keterangan 
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nomor empat terdapat angka sebesar 1.439.167 yang didapatkan dari nominal Rp. 

1.570.000 dibagi dengan 12 dikali 11. Hal ini digunakan untuk menemukan 

nominal nilai DPP. Lalu terdapat juga angka sebesar 172.700 yang didapatkan dari 

nominal DPP dikali dengan tarif PPN sebesar 12%. Pada keterangan yang kelima 

terdapat tanggal 15 Oktober 2025, yang dimana tanggal tersebut harus sudah sesuai 

dengan tanggal “bill date” yang ada pada vendor invoice. Lakukan perbandingan 

antara vendor invoice dengan faktur pajak tersebut terkait “bill date” dan juga 

nominal tagihan, pastikan kedua tersebut sudah sama dan juga sudah sesuai. 

Apabila semua data sudah sesuai maka baru bisa dilanjutkan kedalam proses 

“controlling tagihan” dengan menggunakan ASBS. Namun apabila ada informasi 

yang tidak sesuai antara vendor invoice dengan faktur pajak, ataupun kode NPWP 

yang tidak sesuai, dan juga nominal DPP dan PPN yang tidak sama maka lampiran 

tersebut harus dikembalikan kembali kepada vendor dan tidak bisa diproses lebih 

lanjut. 

4. Masuk/Login ke dalam Portal ASBS 

 

    Gambar 3. 96 Login ASBS Portal  

Berdasarkan pada Gambar 3.96 tersebut menunjukkan tampilan Portal ASBS yang 

dimana berisikan NIK (Nomor Induk Karyawan) dan juga Password. Sebelum 

masuk kedalam portal, pastikan harus mengisi dua hal penting tersebut sesuai 

dengan database yang telah terdaftar didalam sistem. Setelah selesai mengisi 
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Nomor Induk Karyawan dan Password, kilk tombol “login” untuk masuk ke dalam 

portal ASBS. 

5. Masuk ke Tab “Cash Management” 

 

   Gambar 3. 97 Tampilan Cash Management 

Berdasarkan Gambar 3.97 tersebut, setelah berhasil login kedalam Portal ASBS, 

masuk kedalam Tab “Cash Management”, kemudian memilih tab bagian “Vendor 

Invoice” yang ada pada menu AP. Lalu menekan tombol “select” untuk mencari 

unit anak perusahaan yang akan dilakukan terkait “controlling tagihan”. 

6. Mengetik Kode Draft yang ada pada Lampiran Draft 

 

   Gambar 3. 98 Tampilan Vendor Invoice 

Masukkan kode draft yang akan dituju “D .254287” sesuai dengan lampiran yang 

telah dikirimkan oleh vendor pada kolom “VI Code” seperti yang terlihat pada 
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Gambar 3.47 tersebut. Kode draft D .254287 tersebut dapat ditemukan atau diliat 

pada lembaran tagihan, seperti yang terlihat pada Gambar 3.98. 

7. Lakukan Controlling Tagihan pada Draft tersebut 

 

    Gambar 3. 99 Tampilan Draft  

Berdasarkan Gambar 3.99 tersebut, seperti yang terlihat pada gambar pertama 

setelah mengetik nomor draft pada kolom “VI Code” tersebut, maka Draft tersebut 

akan muncul. Setelah itu “Draft 254287” tersebut diklik untuk dilakukan 

pemerikasaan seperti yang terlihat pada gambar kedua, lakukan pemeriksaan 

terhadap “invoice date” 15 Oktober 2025 sudah sesuai atau belum dan juga terhadap 

nominal DPP sudah benar atau belum yakni 1.570.000 lalu jumlah PPN sebesar 

172.700 didapatkan dari nominal DPP 1.570.000 dibagi dengan 12 dikali 11 lalu 

dikalikan dengan 12%. Setelah itu pastikan juga nominal PPh 23 atas jasa tersebut 
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sudah benar yakni dengan tarif sebesar 2%, sehingga nominal DPP 1.570.000 

tersebut dikalikan dengan tarif PPh 23 maka akan menghasilkan 31.700. Sehingga 

yang akan dipungut dari jasa tersebut sebesar 31.700 dan total yang akan 

dibayarkan kepada vendor tersebut sebesar 1.711.300, didapatkan dari penjumlahan 

antara DPP dengan PPN kemudian dikurangkan dengan PPh 23. 

8. Melakukan Checklist Tax 

 

Gambar 3. 100 Checklist Tax 

Berdasarkan Gambar 3. 100 tersebut, lakukan pemeriksaan kembali terhadap nomor 

faktur pajak tersebut dan juga tanggal transaksi tersebut, serta pastikan juga bahwa 

account yang dicatat oleh accounting tersebut merupakan “Pajak Masukan” atas 

nominal PPN dan juga “Utang PPh Ps 23” atas nominal PPh 23. Setelah semua 

dipastikan telah sesuai dan sudah benar, lakukan persetujuan dengan memilih 

tombol “Checklist Tax” seperti yang terlihat pada kotak merah Gambar 3. 100 

tersebut. 

3.2.7 Membantu Analisis Transfer Pricing 

Analisis Transfer Pricing adalah evaluasi terhadap kebijakan harga dalam transaksi 

antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau berada dibawah kendali 

yang sama, dalam hal ini seperti hubungan antara induk perusahaan dan anak 

perusahaan. Transfer pricing dilakukan dengan tujuan untuk mencegah praktik 

yang dapat mempengaruhi kewajiban pajak, seperti memindahkan keuntungan ke 
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yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Dalam melakukan pekerjaan ini, 

pekerjaan ini dilakukan untuk memastikan antara suku bunga yang diberikan dan 

digunakan oleh PT. Alam Sutera Realty selaku induk perusahaan dengan PT. 

Garuda Adhimatra Indonesia selaku anak perusahaan adalah suku bunga yang 

wajar. Pekerjaan ini hanya dilakukan satu kali selama masa magang. Langkah-

langkah pengerjaan adalah sebagai berikut: 

1. Mengambil Data Suku Bunga Pinjaman Bank 

 

   Gambar 3. 101 Suku Bunga Pinjaman Bank 

Berdasarkan Gambar 3. 101 tersebut, suku bunga pinjaman rupiah yang diberikan 

menurut kelompok bank dibagi menjadi 5 jenis yaitu Bank Persero, Bank 

Pemerintah Daerah, Bank Swasta Nasional, Bank Asing dan Bank Campuran, dan 

Bank Umum. Suku bunga pinjaman rupiah yang diberikan juga dibagi menjadi 3 

jenis berdasarkan jenis pinjaman, yaitu pinjaman modal kerja yang diberikan, 

pinjaman investasi yang diberikan, dan juga pinjaman konsumsi yang diberikan. 

Analis transfer pricing ini menggunakan data suku bunga pinjaman bank untuk 

tahun 2023, mulai dari masa Januari hingga Desember. 

2. Menentukan Suku Bunga Berdasarkan Jenis Pinjaman 
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   Gambar 3. 102 Suku Bunga Pinjaman Bank 

Berdasarkan hubungan antara PT. Alam Sutera Realty Tbk. selaku induk 

perusahaan dan PT. Garuda Adhimatra Indonesia selaku anak perusahaan, maka 

suku bunga pinjaman yang akan digunakan adalah suku bunga berdasarkan 

pinjaman modal kerja yang diberikan, seperti yang terlihat pada Gambar 3. 102.  

3. Membuat Kertas Kerja untuk Perhitungan 

 

   Gambar 3. 103 Kertas Kerja Perhitungan 

Melanjutkan dari langkah kedua, setelah selesai menetukan suku bunga 

berdasarkan jenis pinjaman. Langkah selanjutnya adalah memilih 4 jenis bank 

untuk dilakukan sebagai bahan perhitungan nilai wajar, dalam contoh ini 

menggunakan Bank Persero, Bank Pemerintah Daerah, Bank Swasta Nasional, dan 

Bank Asing/ Bank Campuran. Lalu mengambil suku bunga dari bulan Januari 

hingga Desember untuk dimasukkan ke dalam perhitungan excel dengan kategori 

jenis suku bunga yang sama yaitu berdasarkan pinjaman modal kerja yang 

diberikan. 

4. Melakukan Perhitungan Quartile, Min dan Max 
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   Gambar 3. 104 Perhitungan Excel 

Setelah memasukkan semua suku bunga kedalam excel, lakukan perhitungan 

Quartile dengan menggunakan rumus “Quartile(A2:L8;1)” untuk mendapatkan 

acuan suku bunga yang wajar pada Quartile 1. Pada langkah ini, tidak hanya 

melakukan perhitungan terhadap Quartile 1, tetapi juga melakukan perhitungan 

Quartile 2, Quartile 3, Min dan Max seperti yang terlihat pada Gambar 3. 104. 

5. Kebijakan PT. Alam Sutera Realty dan PT. Garuda Adhimatra Indonesia 

 

   Gambar 3. 105 Kebijakan ASRI dan GAIN 



 

 

163 
Pelaksanaan Kerja Magang, Samuel Chrisandy, Universitas Multimedia Nusantara 

 

Berdasarkan Gambar 3. 105 tersebut menunjukkan secara jelas pada pasal 4 terkait 

bunga, bahwa para pihak sepakat dan setuju atas hutang terkait pinjaman modal 

kerja yang diberikan akan dikenakan bunga sebesar 6,5% per tahun dan pajak atas 

bunga pinjaman mengikuti ketentuan yang berlaku. Kebijakan suku bunga antara 

Alam Sutera Realty Tbk. dan Garuda Adhimatra Indonesia tersebut akan dilakukan 

perbandingan dengan perhitungan yang ada pada langkah keempat. 

6. Analisis Hasil Perhitungan 

 

   Gambar 3. 106 Analisis Hasil Perhitungan  

Berdasarkan Gambar 3. 106 tersebut menjelaskan perhitungan dari bulan Januari 

hingga Desember 2023 menunjukkan hasil Quartile 1 sebesar 8,15%, Quartile 2 

sebesar 8,95%, dan Quartile 3 sebesar 9,13%. Serta perhitungan Max sebesar 

11,59% dan Min sebesar 6,71%. Dengan tingginya hasil perhitungan suku bunga 

berdasarkan pinjaman modal kerja yang telah ditentukan berdasarkan kelompok 

bank, membuat suku bunga yang telah ditentukan dalam kebijakan antara Alam 

Sutera Realty Tbk. dan Garuda Adhimatra Indonesia menjadi tidak wajar karena 

suku bunga 6,5% tersebut jauh berada dibawah Quartile 1 hingga Quartile 3. Hal 

ini menunjukkan GAIN memperoleh bunga pinjaman yang lebih rendah 

dibandingkan dengan keempat kelompok bank tersebut. Oleh karena itu, untuk 

transaksi pemberian pinjaman antar pihak berelasi, perlu diliat juga dari sisi 

pemberi pinjaman (ASRI), dimana keuntungan atau margin wajar pemberi 

pinjaman dapat dilihat dari rasio Net Interest Margin (NIM). NIM dipandang 

sebagai pendapatan atas aktivitas pemberian pinjaman. Sehingga PT. Alam Sutera 

Realty Tbk menggunakan ratio NIM tersebut untuk menilai apakah NIM pihak 

afiliasi, yaitu ASRI berada pada rentang yang wajar. 
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7. Menggunakan Net Interest Margin  

 

Gambar 3. 107 Kinerja Bank Umum 

Berdasarkan Gambar 3. 107 tersebut, diambil dari Tabel 1.16 Statistik Perbankan 

Indonesia menunjukkan ratio Net Interest Margin dari setiap tahunnya selalu 

meningkat. Hal ini menunjukkan bank mampu mempertahankan margin bunga 

bersih meskipun menghadapi dinamika pasar dan suku bunga. Pada tahun 2023 

menunjukkan NIM yang selalu konsisten diatas 4,7%, hal ini mencerminkan 

struktur pendapatan bunga yang sehat dan profitabilitas yang terjaga dalam sistem 

perbankan nasional. Ratio NIM dari Januari hingga Desember 2023 inilah yang 

akan digunakan dalam membantu perhitungan analisis transfer pricing antara ASRI 

dan GAIN. 

8. Analisis Perhitungan Transfer Pricing Menggunakan Net Interest Margin 

 

Gambar 3. 108 Analisis Perhitungan 

Berdasarkan Gambar 3. 108 tersebut dengan memasukkan rasio Net Interest Margin 

ke dalam perhitungan transfer pricing menghasilkan Quartile yang lebih kecil yaitu 

hasil Quartile 1 sebesar 4,78%, Quartile 2 sebesar 4,82%, dan Quartile 3 sebesar 
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4,85%. Lalu mencari average setiap Quartile dengan menjumlahkan antara Quartile 

Bunga Bank dan Quartile Net Interest Margin lalu dibagi 2. Perhitungan ini akan 

menghasilkan suku bunga sebesar 6,47% untuk Quartile 1, 6,88% untuk Quartile 

2, dan 6,99% untuk Quartile 3. Sehingga dengan menggunakan rasio NIM tersebut 

membuat suku bunga 6,5% yang telah ditetapkan dalam kebijakan ASRI dan GAIN 

menjadi wajar karena berada diantara Quartile 1 sebesar 6,47% hingga Quartile 3 

sebesar 6,99%. 

3.2.8 Melakukan Ekualisasi Pajak Penghasilan Pasal 23  

Ekualisasi adalah proses, cara, perbuatan menyamakan; penyamaan. Dalam hal ini 

ekualisasi pajak adalah suatu proses untuk memeriksa kesesuaian antara satu jenis 

pajak dengan jenis pajak yang lain yang memiliki hubungan. Hubungan yang 

dimaksud adalah bagian laporan dari suatu jenis pajak yang merupakan bagian dari 

laporan jenis pajak yang lainnya. Tujuan dari ekualisasi pajak bagi wajib pajak 

adalah untuk memastikan bahwa data transaksi yang dilaporkan didalam SPT (Surat 

Pemberitahuan Tahunan), seperti PPh Badan, PPh Potong/Pungut dan laporan 

keuangan saling cocok dan konsisten. Bagi otoritas pemerintah ekualisasi ini 

bertujuan untuk menguji kepatuhan formal dan material, DJP menggunakan 

ekualisasi sebagai alat untuk menguji kebenaran laporan wajib pajak secara formal 

(kelengkapan pengisian) maupun material (kebenaran substansi data transaksi). 

Pekerjaan ini memuat data seperti jenis deskripsi COA (Chart of Account), nominal 

DPP, journal date, remarks, nominal saldo GL (General Ledger), nominal non 

objek pajak, dan nominal material. Selama masa magang penulis, pekerjaan ini 

hanya dilakukan satu sekali dengan total yang dilakukan ekualisasi sebanyak 147 

voucher. Langkah-langkah pengerjaan adalah sebagai berikut: 

1. Menerima Voucher Hasil Rekonsiliasi 
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   Gambar 3. 109 Kertas Kerja Rekonsiliasi 

Menerima sebanyak 148 voucher hasil rekonsiliasi antara General Ledger dan SPT 

Badan. Pada kotak merah yang bertuliskan angka 1 menjelaskan tentang berbagai 

macam jenis nama vendor dari jasa yang telah digunakan, lalu kotak merah yang 

kedua menjelaskan tentang nominal dari pajak penghasilan yang dikenakan atas 

jasa tersebut. Pada kotak merah yang ketiga menunjukkan kode COA (Chart of 

Account) dari semua transaksi yang telah dijurnal. Kotak merah yang keempat 

menunjukkan “Journal Date”. Kotak merah yang kelima tersebut menunjukkan 

list-list dari nomor voucher transaksi tersebut. Salah satu nomor voucher adalah 

“ABC/XXX/01/02/00123”. 

2. Memilih Nomor Voucher pada General Ledger 

 

   Gambar 3. 110 Voucher Number General Ledger 

Pada Gambar 3. 110, menunjukkan atas nomor voucher “ABC/XXX/01/01/00001” 

tersebut menujukkan transaksi atas nama vendor “Calmic Indonesia” dengan 
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nominal DPP sebesar 1.404.300 dan nominal PPh 23 sebesar 28.086. Dengan COA 

(Chart of Account) 207.01.00 dan COA Description “Utang PPh Ps 23”. Angka 2 

merupakan kode akun dari liabilities. Nomor voucher “ABC/XXX/01/01/00001 

tersebut disalin, kemudian pindah ke lembar kertas kerja ekualisasi. 

3. Masuk Kertas Kerja Ekualisasi 

 

Gambar 3. 111 Kertas Kerja Ekualisasi  

Setelah menyalin nomor voucher “ABC/XXX/01/01/00001”, dihalaman kertas 

kerja ekualisasi, pilih “Reference” seperti yang terlihat pada kotak merah tersebut. 

Kemudian masukkan nomor voucher yang sudah disalin tersebut kedalam kolom 

filter. Setelah itu klik “Ok”, agar nomor voucher “ABC/XXX/01/01/00001 tersebut 

muncul pada halaman kertas kerja ekualisasi. 

4. Tampilan Voucher ABC/XXX/01/01/00001 
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    Gambar 3. 112 Tampilan Voucher 

Setelah berhasil disalin, maka tampilan voucher “ABC/XXX/01/01/00001” akan 

muncul seperti yang terlihat pada Gambar 3.61 tersebut. Pastikan bahwa semua data 

tersebut sesuai dengan kertas kerja rekonsiliasi. COA Description tersebut berisikan 

Pajak Masukan, Utang PPh Ps 23, Sanitary & Hygiene Services Contract dan 

Service Charge – BMHD. Lalu pastikan nama vendor sesuai yaitu “Calmic 

Indonesia”. Remarks tersebut merupakan penjelasan terkait aktivitas transaksi 

voucher “ABC/XXX/01/01/00001” tersebut. 

5. Remarks Voucher ABC/XXX/01/01/00001 

 

Gambar 3. 113 Remarks Voucher  

Sebelum menentukan nominal non objek pajak, nominal material, dan nominal DPP 

PPh 23. Pada langkah ini, pastikan bahwa voucher “ABC/XXX/01/01/00001” 

merupakan transaksi pembayaran jasa. Pada kotak merah tersebut menunjukkan 
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“Pembayaran Atas Hygiene Services Silkwood Residences Per Desember 2024”. 

Pembayaran ini merupakan pembayaran atas jasa kebersihan yang dilakukan oleh 

vendor Calmic Indonesia tersebut. 

6. Menentukan Non Objek Pajak, Material, dan DPP 

 

Gambar 3. 114 Ekualisasi Voucher 

Berdasarkan Gambar 3. 114, pada kertas kerja ekualisasi tersebut, kotak yang 

pertama menunjukkan voucher “ABC/XXX/01/01/00001” yang akan dilakukan 

proses ekualisasi. Pada kotak merah yang kedua menunjukkan jumlah nominal 

saldo dari General Ledger setiap akun dari COA (Chart of Account) tersebut. 

Nominal dari General Ledger inilah yang akan dipecah dan ditentukan untuk setiap 

masing masing kolom. Pada kotak merah yang ketiga menunjukkan nominal “Non 

Objek Pajak” sebesar 154.473, (28.086), dan (1.530.687). Lalu pada kotak merah 

yang keempat menunjukkan tidak adanya satupun yang teridentifikasi sebagai 

material. Pada kolom yang kelima menunjukkan nominal “DPP PPh 23” sebesar 

1.404.300. 

7. Ekualisasi Semua Voucher  
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Gambar 3. 115 Tampilan Voucher Keseluruhan 

Berdasarkan Gambar 3. 115 tersebut, terlihat berbagai macam jenis vendor yang 

berbeda-beda dari bidang jasa yang bermacam-macam. Ulangi langkah-langkah 

tersebut dan terapkan kepada 147 voucher lainnya.  

3.2.9 Membuat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB) 

Surat Keterangan Bebas adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menyatakan 

bahwa Wajib Pajak dibebaskan dari kewajiban pemotongan atau pemungutan jenis 

pajak tertentu untuk transaksi. Permohonan Surat Keterangan Bebas merupakan 

layanan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan 

fasilitas dibebaskan dari PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan Dalam hal ini, permohonan SKB ini dilakukan dengan tujuan 

agar mendapatkan pembebasan pembayaran pajak penghasilan atas pengalihan hak 

atas tanah atau bangunan suatu lokasi yang pembayarannya sudah pernah dibayar 

pada masa lalu. Hal ini dikarenakan sebelum tahun 2009, pelaporan terkait 

pembayaran yang sudah lunas dari customer tersebut dilaporkan didalam SPT 

Badan karena merupakan non final, sehingga dimasa saat ini permohonan SKB 

tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya pajak berganda atas suatu lokasi 

tersebut. Dalam melakukan pengerjaan ini, DJP memberlakukan beberapa syarat 

untuk mendukung proses pembuatan SKB, seperti pengakuan pelunasan atas lokasi 

tersebut, PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli), SPT Tahunan, NIB (Nomor Induk 
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Bidang Tanah), dan NOP (Nomor Objek Pajak). Selama masa magang pekerjaan 

ini hanya dilakukan satu kali. Langkah-langkah pengerjaan adalah sebagai berikut: 

1. Menerima Pengajuan Legal atas Unit Lokasi yang membutuhkan SKB 

 

Gambar 3. 116 Pengajuan Legal 

Berdasarkan Gambar 3. 116, aset legal mengirimkan permintaan pengajuan atas 

unit lokasi yang membutuhkan SKB per masa Desember 2025 kepada divisi pajak, 

sehubungan dengan adanya kendala pada sistem notaris pada saaat melakukan 

validasi. Oleh karena itu divisi pajak ditunjuk untuk membuat permohonan terkait 

surat keterangan bebas atas unit unit lokasi tersebut. 

2. Masuk/Login ke Dalam Coretax 

 

Gambar 3. 117 Login Coretax 
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Berdasarkan Gambar 3. 117 tersebut, masukkan ID pengguna yang sudah terdaftar 

didalam Coretax, masukkan juga kata sandi sesuai dengan akun yang akang 

digunakan. Lalu masukkan juga beberapa digit kode angka yang digunakan untuk 

mengkonfirmasi Captcha, untuk menghindari akses dari robot. Setelah semua 

sudah dimasukkan, pilih tombol login untuk masuk kedalam Coretax. 

3. Akses Menu Layanan Wajib Pajak 

 

   Gambar 3. 118 Menu Layanan Wajib Pajak 

Berdasarkan Gambar 3. 118, setelah berhasil login ke dalam system coretax, pilih 

menu layanan wajib pajak, kemudia pilih menu layanan administrasi untuk 

membuat permohonan surat keterangan bebas, kemudian setelah memilih layanan 

administrasi, pilih menu yang bertuliskan buat permohonan layanan administrasi. 

4. Jenis Pelayanan Wajib Pajak 
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Gambar 3. 119 Menu Pelayanan Wajib Pajak 

Berdasarkan Gambar 3. 119, pada langkah yang pertama adalah mencari terlebih 

dahulu jenis pelayanan yang ingin digunakan dengan menggunakan menu 

pencarian. Dalam menu pencarian tersebut, terdapat beberapa jenis pelayanan. Pada 

langkah yang kedua adalah memilih “AS.19” yang berketerangan SKB PPh. Lalu 

pada langkah yang ketiga adalah memilih kategori sub-layanan, dalam hal ini 

memilih “AS.19-05” yang merupakan layanan SKB PPh atas penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Setelah itu pada langkah yang 

terakhir adalah klik tombol “simpan” pada sub-layanan yang telah dipilih. 

5. Mengisi Informasi Permohonan dan Detail Permohonan 
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Gambar 3. 120 Informasi dan Detail Permohonan 

Berdasarkan Gambar 3. 120, setelah menekan tombol simpan akan terdapat 

beberapa informasi umum, lalu pada menu “Alur Kasus” terdapat informasi terkait 
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permohonan yang harus diisi, seperti jenis layanan, email Wajib Pajak, nama wajib 

pajak, dan juga tanggal permohonan. Kemudian juga mengisi detail permohonan 

seperti NPWP Wajib Pajak, nama Wajib Pajak, klasifikasi lapangan usaha, dan 

jenis Wajib Pajak. 

6. Mengisi Alasan Permohonan dan Informasi Lainnya 

 

 

Gambar 3. 121 Alasan Permohonan dan Informasi Lainnya 

Pada Gambar 3. 121, setelah mengisi informasi permohonan, kemudian juga harus 

mengisi alasan permohonan, dalam hal ini dikarenakan Penghasilan atas pengalihan 

hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut telah dilaporkan dalam Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan atas 
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penghasilan tersebut telah dilunasi. Lalu juga melengkapi beberapa dokumen 

seperti objek tanah/bangunan yang diajukan permohonan SKB, data objek pajak, 

SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan), 

dokumen pendukung, salinan surat keterangan bukti pemenuhan kewajiban 

penyetoran pajak penghasilan atas pengalihan, surat pernyataan Wajib Pajak. 

Setelah semua sudah dilengkapi, pilih tombol simpan untuk memproses permintaan 

tersebut. 

7. Konfirmasi Terkait Pengajuan Permohonan SKB 

 

 

Gambar 3. 122 Konfirmasi Hasil Pengajuan Permohonan SKB 
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Berdasarkan Gambar 3. 122, setelah melengkapi semua dokumen yang diperlukan 

dan alasan permohonan. Pada langkah yang terakhir adalah memastikan bahwa 

status kepatuhan Wajib Pajak sudah terpenuhi, dokumen yang diajukan sudah 

sesuai, mengisi alasan permohonan, mengisi keterangan, dan memasukkan nomor 

protokol. Apabila semuanya sudah terlengkapi dan terisi dengan benar, tekan 

tombol kirim untuk menyelesaikan permohonan pengajuan SKB.  

8. Hasil Surat Keterangan Bebas 
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Gambar 3. 123 Hasil Surat Keterangan Bebas  

Berdasarkan Gambar 3. 123 tersebut, menunjukkan hasil dari pengajuan 

permohonan Surat Keterangan Bebas pembayaran pajak penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah diajukan melalui Coretax. 

Pada gambar tersebut menunjukkan alamat dari unit tanah/ bangunan dan luasnya, 

lalu juga berisikan identitas pembeli seperti nama/NPWP dan Alamat pembeli. Lalu 

berisikan jumlah nilai pengalihan yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, 

dalam hal ini jumlah nilai pengalihan sebesar 10.000.000.000 dengan tahun 

pelaporan 2008. 

3.2.10 Membuat Faktur Pajak Keluaran  

Faktur Pajak Keluaran adalah bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau 

Jasa Kena Pajak (JKP). Ini adalah dokumen resmi yang sangat penting dalam sistem 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Fungsi dari Faktur Pajak Keluaran 

adalah sebagai bukti transaksi yang sah atas terjadinya penyerahan BKP/JKP dan 

PPN telah dipungut dari pembeli atau penerima jasa. Lalu menjadi dokumen yang 

digunakan oleh PKP penjual untuk melaporkan PPN yang telah dipungut dari 

transaksi penjualan atau disebut PPN Keluaran. Pekerjaan ini dilakukan hanya satu 

kali selama masa magang. Dalam melakukan pekerjaan ini memerlukan beberapa 

data seperti vendor invoice dan data terkait pembeli atau penerima jasa seperti 

NPWP Badan/ Orang Pribadi. Langkah-langkah pengerjaan adalah sebagai berikut: 
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1. Menerima Vendor Invoice dan Data Pembeli 

 

Gambar 3. 124 Dokumen Vendor Invoice dan NPWP OP 

Berdasarkan Gambar 3. 124, pada gambar yang pertama menunjukkan dokumen 

vendor invoice yang berisikan terkait nama toko, unit sewa, dan jumlah tagihan 

PPN Keluaran yang harus dibayarkan. Pada gambar yang kedua adalah dokumen 

pribadi terkait NPWP dan nama OP. Dalam hal ini NPWP OP tersebut adalah 

“0111222333444555” dengan nama OP adalah Christiano Alek. 

2. Login Coretax 
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Gambar 3. 125 Login Coretax 

Berdasarkan Gambar 3. 125 tersebut, masukkan ID pengguna yang sudah terdaftar 

didalam Coretax, masukkan juga kata sandi sesuai dengan akun yang akang 

digunakan. Lalu masukkan juga beberapa digit kode angka yang digunakan untuk 

mengkonfirmasi Captcha, untuk menghindari akses dari robot. Setelah semua 

sudah dimasukkan, pilih tombol login untuk masuk kedalam Coretax. 

3. Akses E-Faktur 

 

Gambar 3. 126 Faktur Pajak Keluaran 

Berdasarkan Gambar 3. 126, setelah berhasil login ke dalam Coretax, akses menu 

E-Faktur seperti yang terlihat pada gambar pertama, kemudian pada gambar yang 

kedua pilih Tab “Pajak Keluaran”. Lalu pada gambar yang ketiga, tekan tombol 

buat faktur untuk membuat faktur pajak atas vendor Jaya Padel tersebut. 

4. Mengisi Dokumen Transaksi dan Informasi Pembeli 
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Gambar 3. 127 Dokumen Transaksi dan Informasi Pembeli 

Berdasarkan Gambar 3. 127, pada gambar yang pertama terlihat tampilan edit 

dokumen transaksi seperti memasukkan kode transaksi, tanggal dibuatnya faktur, 

nomor referensi, dan unit kode IDTKU. Kemudian edit informasi pembeli seperti 

memasukkan nomor NPWP, jenis ID yang digunakan, dan memasukkan nama dari 

pembeli. Pada gambar yang kedua, setelah selesai memasukkan semua informasi 

yang diperlukan terkait dokumen transaksi dan informasi pembeli, pilih tombol 

tambah transaksi yang ada pada detail transaksi untuk memasukkkan terkait 

nominal DPP dan nominal PPN.  

5. Edit Tambah Transaksi 
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Gambar 3. 128 Edit Transaksi 

Berdasarkan Gambar 3. 128, pada gambar yang pertama menunjukkan edit 

transaksi yang akan dibuatkan faktur pajak keluaran, dengan memasukkan kode 

jasa yaitu “120101”, yang merupakan jasa persewaan tanah dan bangunan milik 

sendiri yang disewakan. Lalu memasukkan jenis satuan yaitu bulan, memasukkan 

harga satuan sebesar 50.000.000, yang akan menghasilkan nominal DPP lain 

sebesar 45.833.334, didapatkan dari 50.000.000 dibagi dengan 12 lalu dikalikan 11. 

Angka DPP nilai lain ini akan dikalikan dengan tarif PPN sebesar 12% yang akan 

menghasilkan nominal PPN sebesar 5.500.000. Setelah itu klik tekan simpan untuk 

menyimpan hasil edit terkait transaksi tersebut. Pada gambar yang kedua setelah 

semua dipastikan telah sesuai dan benar, pilih tombol “simpan konsep” untuk 

dibuatkan faktur pajak keluaran atas transaksi tersebut. 

6. Hasil Faktur Pajak Keluaran 
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Gambar 3. 129 Hasil Faktur Pajak Keluaran 

Berdasarkan Gambar 3. 129 tersebut menunjukkan hasil faktur pajak keluaran atas 

unit sewa The Flavor Bliss Suvarna Sutera dengan nama Pembeli Kena Pajak 

Christiano Alek dengan NPWP “0111222333444555” dengan nominal DPP 
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sebesar 50.000.000 dan jumlah nominal PPN yang harus dibayarkan sebesar 

5.500.000. 

3.3 Kendala yang Ditemukan 

Selama proses kerja magang di PT. Alam Sutera Realty Tbk., kendala dan kesulitan 

yang ditemukan adalah kesulitan pada saat melakukan pencarian Surat Setoran 

Pajak (SSP) unit unit anak perusahaan tahun pajak 2012 ke bawah. Hal ini 

dikarenakan Surat Setoran Pajak pada masa tersebut hanya bisa ditemukan SSP 

fisik yang ada di gudang dan tidak ada didalam database folder file sehingga 

terkadang ada beberapa SSP yang tidak ditemukan karena sudah lama. Selain itu 

kendala dan kesulitan yang kedua adalah pada saat legal mengirimkan informasi 

terkait NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang tidak ditemukan. 

3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi yang ditemukan atas kendala tersebut selama proses kerja magang adalah 

dengan menanyakan kepada staff pajak terkait Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 

pajak 2012 kebawah yang tidak ada dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara 

(NTPN) yang tidak ditemukan kepada masing masing staff pajak sesuai dengan unit 

perusahaan masing-masing. Misalnya A memiliki fokus terhadap unit perusahaan 

ASR dan TMRE, B memiliki fokus terhadap unit perusahaan AGR, C memiliki 

fokus terhadap unit perusahaan DMP dan DRJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


